


WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARAPENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

. a. bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri, serta

sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggung
jawaban dalam  pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus
dikelola dan diselamatkan;

bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan
kepentingan pemerintah dan hak keperdataan
rakyat, serta mendinamiskan sisten kearsipan,
diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang
sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar
kearsipan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1959
tentang Penctapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6  Tahun 1956, (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),
tentang Pembentukan Daerah Tingkat
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang"
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan fembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);-



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
L Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir terakhit dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979
= -m Penyusutan Arsip (Lembaran Negara

epu Indonesia Tahun 1979 Nomor 51,
Lembaran Negara Republik Indonesia

uran Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
'-Ti::igkat I Tanjungkarang-Telukbetung
Ncgara Republik Indonesia Tahun




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir terakhit dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979
tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3151);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3213);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

18.

19.

20.

tentang Perubahan Nama Kotamadya Deaerah
Tingkat 1I Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi
Kotamadya Dacrah Tingkat Il Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Layanan Akses
Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemusnahan
Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengawas Kearsipan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Program Arsip
Vital;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip
Statis;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusutan Arsip di Lingkungan Kerja Arsip
Nasional Indonesia;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan
Arsip Dinamis;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar
Lampung;



Menetapkan

21.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Bandar Lampung;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Bandar Lampung.

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi, politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh
pencipta arsip karena memiliki nilai guna
kesejarahan, telah habis masa dan retensinya
dan berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan
secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip
dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaanya telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi
kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak
dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila
rusak atau hilang.



11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pencipta arsipadalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan
fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

Unit Pengolahadalah Unit Kerja pada Pencipta
Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengolah semua arsip yang berkaitan
dengan  kegiatan penciptaan arsip di
lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah Unit Kerja pada Pencipta
Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Arsiparis adalah seseorang vyang memiliki
kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh
melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan
dan pelatihan kearsipan serta mempunyai
fungsi, tugas dan tanggung  jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai
hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi
legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan
arsip.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke
dalam suatu himpunan yang tersusun secara
sistimatis dan logis sesuai dengan konteks
kegiatannya sehingga menjadi satu berkas
karena  memiliki hubungan informasi,
kesamaan jenis dan kesamaan masalah dari
suatu Unit Kerja.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya
disingkat JRA, adalah daftar vyang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan,
dinilai kembali atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan
dan penyelamatan arsip.

Alih Media adalah kegiatan pengalihan media
Arsip dari satu media ke media lainnya dalam
rangka memudahkan akses Arsip.

Sentral Arsip Aktif (Central File) adalah
tempat penyimpanan Arsip Aktif yang
dirancang untuk penyimpanan Arsip secara
efisien, efektif, dan aman.

Sentral Arsip Inaktif (Records Center) adalah
tempat penyimpanan  Arsip Inaktif pada
bangunan yang  dirancang  untuk
penyimpanan Arsip.



21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Folder nadalah wadah untuk menyimpan
naskah transaksi.

GuidefSckat adalah pembatas/penyckat
antara keclompok berkas yang satu dengan
berkas yang lain atau penunjuk antara kode
yang satu dengan yang lain sesuai dengan
pembagian,

Filing Cabinet adalah sarana untuk mecnyimpan
Arsip Aktif yang sudah ditata.

Label adalah kertas yang ditempelkan ditab
guide atau folder.

Pelabelan adalah realisasi dari kegiatan
penentuan indeks dan kode.

Qutindicator adalah alat yang digunakan untuk
menandai keluarnya Arsip dari laci atau Filing
Cabinet.

Indeks adalah tanda pengenal Arsip atau
judul berkas Arsip (kata tangkap) yang
berfungsi untuk membedakan antara berkas
Arsip yang satu dengan berkas Arsip yang lain
dan sebagai sarana bantu untuk memudahkan
penemuan kembali Arsip.

Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan
kembali untuk menunjukan adanya Arsip
yang memiliki hubungan antara Arsip yang
satu dengan Arsip yang lain atau yang
memiliki nama berbeda tetapi memiliki
pengertian yang sama atau untuk
menunjukkan tempat penyimpanan arsip yang
berbeda karena bentuknya vyang harus
disimpan terpisah

Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan
karena memiliki keterkaitan dalam suatu
konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki
kesamaan jenis kegiatan/peristiwa dan/atau
kesamaan masalah.

Isi Berkas adalah satu atau beberapa item
Arsip yang merupakan informasi dari berkas
kegiatan/peristiwa, yang  mencerminkan
penyelesaian program/kegiatan.

f‘cnyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip
inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai
guna, penyerahan arsip statis kepada lembaga
kearsipan.

D.a.t"l:ar Pencarian Arsip yang selanjutnya
dlsm.g,!{alt l})PA adalah daftar berisi arsip yang
memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

diverifikasi seccara langsung maupun tidak
langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari
oleh lembaga kearsipan serta diumumkan
kepada publik.

Pengelolaan arsip dinamis, adalah proses
pengendalian arsip dinamis sccara efisien,
efektif, dan sistematis meliputi penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan serta
penyusutan arsip.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang
memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

Arsip Nasional Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat ANRI, adalah Lembaga
Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non
kementerian yang melaksanakan tugas negara
di bidang kearsipan yang berkedudukan di
Ibukota Negara.

Pengawasan Kearsipan, adalah proses kegiatan
dalam menilai kesesuaian antara prinsip,
kaidah dan standar kearsipan dengan
penyelenggaraan kearsipan.

Tim Pengawas Kearsipan Daerah, adalah tim
pengawas kearsipan yang dibentuk oleh
Walikota  dengan  tugas melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan kearsipan
pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.

Tim Pengawas Kearsipan Internal, adalah tim
pengawas kearsipan yang dibentuk oleh
pimpinan pencipta arsip untuk melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan kearsipan di
lingkungannya.

Audit Kearsipan, adalah proses identifikasi
masalah, analisis dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar kearsipan
untuk  menilai  kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan keandalan
penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Eksternal, adalah audit
kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim
Pengawas Kearsipan Eksternal atas
penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip
dan Lembaga Kearsipan.

ﬂudit. Kearsipan Internal, adalah audit
kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim
Pengawas Kearsipan Daerah Internal atas

penyr:]enggaraan kearsipan Perangkat Daerah
pencipta arsip.



42. Objek Pengawasan, adalah pencipta arsip yang
diawnsi.

43. Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang

selanjutnya disingkat LAKE, adalah laporan
yang disusun berdasarkan laporan hasil audit
penyclenggaraan kearsipan pada pencipta arsip
dan Lembaga Kearsipan.

44, Laporan Audit Kearsipan Internal yang

selanjutnya disingkat LAKI, adalah laporan
yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip
berdasarkan hasil audit internal yang
dilaksanakan di lingkungannya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastian dalam  penyelenggaraan  kearsipan
Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan tata kearsipan adalah :
a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang

b.

C.

dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang
andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan
ketentuan;

. menjamin perlindungan kepentingan negara dan

hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
mendinamiskan penyelenggaraan Kkearsipan di
lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai
suatu sistem yang terpadu; dan

menjamin keselamatan dan keamanan arsip
sebagai bukti pertanggung jawaban dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan:

a,

kepastian hukum,;



13,
c,
d,
e,
f,
8
h.
f.
1,
[
1,
m.
n,

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

leenutentilean dnn lkeparenynnn;
Jeeutuhnn;

nnnl unul (principle of provenance)
nturnn anll (principla of orlginal order)
kenmanan dnn kenelnmnalnn
keprofenionnalan;

kereponnifon;

kenntinipntifan;

kepartinipatifan;

nluninbilitan;

kemanfnatan;

nkachilitas; dan

kepentingan umum

Bagian Ketipa
Ruang Linglkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan
meliputi keseluruhan penectapan kebijakan,
pembinaan kearsipan dan pengclolaan arsip
dalam suatu sistem keargipan Pemerintah
Daecrah yang didukung olch sumber daya
manusia, prasarana dan sarana, serta sumber
daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan kearsipan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perorangan
serta lembaga kearsipan

BAB III
ORGANISASI KEARSIPAN

Unit Kearsipan
Pasal 6

Unit kearsipan dibentuk pada setiap pencipta
arsip.

Pencipta arsip bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan kearsipan melalui sistem
kearsipan daerah dan  pelaksanaannya
dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-
masing pencipta arsip.

Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. Organisasi Perangkat Daerah;

b. Badan Usaha Milik Daerah;



C.

d.

sekolnh;
kelurnhnn,

(4) Unit kearsipan pada pencipia aralp memiliki
tugas:

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

n.
b.

C.

aiatem informaai kearsipnn,

melaksannkan  pemuanahan araip  di
lingkungan lembaganyn;

memperaiapkan penyerahan arsip statio
oleh pimpinan pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan;

melnksanakan pembinnan  dan cvalunsi
dalam rangka penyclenggaraan kearsipan di
lingkungannya.

Unit kearsipan mempunyai fungsi:

a.

b.

c.

pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah
di lingkungannya;

pengolahan arsip dan penyajian arsip
menjadi informasi,

pemusnahan arsip di linglungan
lembaganya;

penycrahan arsip statis oleh pimpinan
pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
pembinaan dan pengevaluasian dalam
rangka penyelenggaraan kearsipan  di
lingkungannya.

Pasal 7

Unit kearsipan dilaksanakan oleh OPD dan unit
kerja.

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a.
b.
c.

unit kearsipan I;
unit kearsipan II;
unit kearsipan III.

Unit kearsipan | sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:

a.

unit tata usaha pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
Sekretariat DPRD;

unit tata usaha pada sekretariat dinas,
inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
kecamatan dan kelurahan.

Unit kearsipan Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b , meliputi:

a.

b.

unit kerja yang melaksanakan tata usaha
pada bagian Sekretariat Daerah selain
bagian umum;

unit tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis.

10



(S)

(1)

(2)

(3)

Unit kearsipan III berada di wila}rs.!h jaringan
Unit Pelaksana Teknis, antara lain Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman
Kanak-Kanak dan Pusat Kesehatan Masyarakat
Pembantu.

Pasal 8

Unit kearsipan di lingkungan B:adanl Usaha
Milik Daerah (BUMD) berada di unit yang
melaksanakan tata usaha.

Jenjang unit kearsipan dibentuk oleh pimpinan
berdasarkan kebutuhan.

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab unit
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh pimpinan dengan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 9

Unit kearsipan di lingkungan sekolah dilaksanakan
oleh tata usaha sekolah

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 10

Unit Kkearsipan di lingkungan kelurahan
dilaksanakan oleh wunit tata wusaha pada
sekretariat kelurahan.

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab unit
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh lurah dengan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Lembaga Kearsipan
Pasal 11

Lembaga kearsipan adalah Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan.

Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. melaksanakan pengelolaan arsip statis
skala daerah yang diterima dari Organisasi
Perangkat Daerah, DPRD, Kelurahan,
BUMD, Sekolah, Perusahaan, Organisasi
Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan
perseorangan;



b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta
arsip di lingkungan Pemerintah Daerah,
BUMD, kelurahan dan sekolah;

c. mengelola arsip inaktif yang memiliki
retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun.

BAB IV
PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS

Pasal 12

Pedoman pemeliharaan arsip dinamis merupakan
acuan bagi pencipta arsip dalam melaksanakan
pemberkasan dan penyimpanan arsip alktif,
penataan dan penyimpanan arsip inaktif, alih media
arsip serta pengelolaan arsip vital.

Pasal 13

Pemeliharaan arsip dinamis bertujuan untuk:

a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang
dilakukan oleh pencipta arsip;

b. menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan
dan keselamatan Arsip; dan

c. menjamin ketersediaan informasi arsip.

Pasal 14

(1) Menjamin terciptanya arsip sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan
dengan menentukan arsip yang harus
diciptaken dan disimpan sebagai pelaksanaan
fungsi dan kegiatan pencipta arsip pada tahap
perencanaan dan pemberkasan arsip.

(2) Menjaga keautentikan, keutuhan,
keamanan dan keselamatan arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
dilakukan dengan:

a. memastikan arsip yang tercipta atau yang
akan tercipta dapat diberkaskan sesuai
dengan klasifikasi arsip;

b. memastikan arsip yang diberkaskan
lengkap sebagai suatu keutuhan
kegiatan dan tidak mengalami perubahan
secara fisik dan informasinya sampai
dengan tahap penyusutan;

c. memastikan arsip yang diberkaskan
memiliki kode klasifikasi yang tepat dan
disimpan sesuai dengan klasifikasi arsip;

d. memastikan penggunaan sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip secara
konsisten; dan

12



c. memastikan arsip ditata dan disimpan
dengan  menggunakan prasarana dan
sarann kearsipan sesuai dengan standar.

(3) Menjamin  ketersediaan  informasi  arsip

ocbognimana  dimakeud dalam Pasal 13
huruf ¢ dilakukan dengan memastikan
keetersedinan daftar arsip aktif yang disusun
oleh unit pengolah dan disampaikan kepada
unit kearsipan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ruang  lingkup pedoman pemeliharaan arsip
dinamis meliputi:

a. pemeliharaan arsip aktif;

b. pemeliharaan arsip inaktif

c. alih media arsip dan;

d. pengelolaan arsip vital

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Pemeliharaan Arsip Aktif

Pasal 16

Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung
jawab pimpinan unit pengolah pada tiap
pencipta arsip.

Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui
kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip
aktif.

Pemeliharaan arsip aktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan
prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan
standar.

Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari folder,
guide/sekat, label, out indikator, indeks,
tunjuk silang, boks, filing cabinet/rak arsip.

Pasal 17

Dalam rangka pemeliharaan arsip aktif, unit
pengolah dapat membentuk sentral arsip aktif
(central file).

Sentral arsip aktif (centralfile)] sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada
unit pengolah setingkat eselon II, eselon III
atau satuan kerja mandiri sesuai dengan
beban volume arsip yang dikelola.
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 18

Pemberkasan arsip aktif, dﬂalmkan terhadap
arsip yang dibuat dan diterima.

Pemberkasan  arsip aktif scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan klasifikasi arsip.
Pemberkasan arsip aktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan melalui prosedur pemenksa.:an,
penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk
silang (apabila ada), pelabelan dan
penyusunan deftar arsip aktif.

Pasal 19

Pemberkasan arsip  aktif meng_hasilkan
tertatanya fisik dan informasi arsip serta
tersusunnya daftar arsip aktif.

Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan
daftar isi berkas.

Daftar berkas paling sedikit memuat informasi
tentang:
a. unit pengolah;

b. nomor berkas;

c. kode klasifikasi;

d. uraian informasi berkas;
e. kurun waktu;

f. jumlah; dan

g. keterangan.

Daftar isi berkas paling sedikit memuat
informasi tentang:

nomor berkas;

nomor item arsip;

kode klasifikasi;

uraian informasi arsip;

tanggal;

jumlah; dan

keterangan.

CEI NSNS

Daftar arsip aktif dapat digunakan sebagai
sarana bantu penemuan kembali arsip.

Pasal 20

Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif
kf:;::ada unit kearsipan pada tiap pencipta arsip
pa.h_ng lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan
kegiatan.
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Pasal 21

(1) Penyimpanan arsip alktil menjadi tanggung
jawab pimpinan unit pengolah.

aktif dilalkukan terhadap

: arsi
(2) Penyimpanan p didaftar dalam daftar

arsip aktif yang sudah
arsip aktifl.

Pasal 22

(1) Dalam hal arsip aktif yang.disi'mpan' unit
pengolah telah melewati retensi arsip aktif dan
memasuki retensi inaktif berdasarkan JRA,

unit pengolah harus melaksanakan
pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit
kearsipan.

(2) Pelaksanaan pemindahan arsip  inaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat !1]
dilakukan dengan penandatanganarn berita
acara dan melampirkan daftar arsip yang akan
dipindahkan.

(3) Berita acara dan daftar arsip inaktif yang
dipindahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan unit
pengolah dan pimpinan unit kearsipan pada
tiap pencipta arsip.

Pasal 23

Ketentuan teknis mengenai tata cara
pemberkasan arsip aktif, pembuatan daftar arsip
aktif dan penyimpanan arsip aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22
tercantum dalam lampiran.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Arsip Inaktif

Pasal 24

(1) Pemeliharaan arsip inaktif menjadi
tanggung jawab pimpinan unit kearsipan.

(2) Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui
kegiatan penataan dan penyimpanan arsip
inaktif.

(3) Pemeliharaan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan
prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan
standar.
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14)

(1)

(Z)

(3)

Areip inaktif ecbagaimana dimakaud pada
fvet (2) beraeal dari unit pengnlah yang telah
rredewati retenve aktifl dan memanulki retenai
iriaktif berdasarkan JRA

Paaal 25

Peratasn  dan  penyimpanan arsip inaktif
dilalcukan berdasarkan  prinaip  asal-usul
(prinriple of provemeamer) dan prinaip aturan asli
(principle oforiging] ordes).

Penatasn dan penyimpanan arsip  inaktif
netmpairnans dimaksud pada ayat (1)
dilalcuksn untuk menjaga arsip dapat melekat
pads kontek penciptaannya, tetap terkelola
dalam saty pencipta arsip (provenance), dan
tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari

pencipta arsip lain.

Penataan arsip inaktifl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

4. pengaturan fisik arsip;

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. penyusunan daftar arsip inaktif,

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemeliharaan arsip inaltif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, unit
kearsipan harus menyediakan ruang atau gedung
sentral arsip inakdf (record center).

(1)

2)

(1)

Pasal 27

Penylmlaanan arsip inaltif dilakukan terhadap
arsip yang sudah didaftar dalam daftara rsip
inakaf.

Penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan untuk
menjamin keamanan fisik dan informasi arsip
selamma jangka waktu penyimpanan arsip
berdasarkan JRA.

Pasal 28

Dalam hal arsip inaktif yang disimpan unit
kearsipan telah melewati retensi arsip inaktif
dan berketerangan permanen berdasarkan
JRA, unit kearsipan pada tiap pencipta arsip
harus melaksanakan penyerahan arsip
kepada lembaga kearsipan.
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() Telah melewatl rvetensi arsipi  noktif  dan
berketerangan muanah berdnanrkan JRA, unit
kenrsipnn  pada tiap penciptn arsip  dnpnt
melaksanakan pemusnahan arsip berdasnrkan
ketentuan peraturan perundang-u ndangan.

Pasal 29

Ketentuan teknis mengenai tata cara penataan
dan penyimpanan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28
tercantum dalam lampiran.

Baginn Ketiga
Alih Media Arsip

Pasal 30

Dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat
dilakukan alih media arsip.

Pasal 31

(1) Alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk
dan media apapun sesuai dengan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Alih media arsip dilakukan dengan prasarana
dan sarana yang scsuai dengan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Kondisi arsip scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. arsip dengan kondisi rapuh/rentan
mengalami kerusakan secara fisik; atau

b. arsip clektronik dengan format data versi
lama yang perlu diperbarui dengan versi
baru; atau

c. informasi yang terdapat dalam media lain
dimana media tersebut secara sistem tidak
diperbarui lagi karena perkembangan
teknologi.

(4) Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimana alih media diutamakan
terhadap:

a. informasi yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang keterbukaan
informasi publik harus diumumkan secara
serta merta; dan

b. arsip yang berketerangan permanen dalam
JRA.
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Pasal36

i ilai i >pidential)
1) Arsip yang bernilai guna kebuktian (evid!
b ynn: telah dialih mediakan tetap disimpan
untuk  kepentingan  hukum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria Arsip yang bernilai guna kebuktian
(evidential) scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. merupakan bukti keberadaan, perubahan,
pembubaran  suatu lembaga ncgara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan;

b. merupakan bukti dan informasi tentang
kebijakan strategis organisasi;

c. merupakan bukti dan informasi tentang
kegiatan pokok organisasi;

d. merupakan bukti dan informasi tentang
interaksi organisasi dengan komunitas
klien yang dilayani;

c. merupakan bukti hak dan kewajiban
individu dan organisasi;

f. member sumbangan pada
pembangunan memori organisasi untuk
tujuan keilmuan, budaya, atau historis;
dan

g. bensi bukti dan informasi tentang kegiatan
penting bagi stake holder internal dan
eksternal.

Pasal 37

(1) Alih media arsip diautentikasi oleh
pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan
memberikan tanda tertentu yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih
media.

(2) Tanda tertentu yang dilekatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
dengan metode antara lain:

digital signature (security);

public key/ private key (akses);

watermark (copyright); atau

metode lain sesuai dengan perkembangan
teknologi.

aoop

Pasal 38

l{eteptuan mengenai prosedur tata cara alih
media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

sampai dengan Pasal 37 sebagaimana tercantum
dalam lampiran.
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Bagian Keempat
Pengelolaan Arsip Vital

Pasal 39
Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah :
identifikasi;
penataan

perlindungan dan pengamanan
penyelamatan dan pemulihan; dan
akses dan layanan

paengp

Pasal 40

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a meliputi kegiatan :

analisis organisasi;

pendataan,;

penentuan arsip vital; dan

penyusunan daftar arsip hasil identifikasi.

2o g

Pasal 41

Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi arsip

vital yang meliputi kegiatan :

a. pendeskripsian;

b. pengelompokan;

c. pemberkasan; dan

d. penyusunan daftar arsip vital; dan
e. penyusunan daftar induk arsip vital.

Pasal 42

Perlindungan dan pengamanan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi :
faktor-faktor perusak;

metode perlindungan;

pengamanan fisik dan informasi; dan

penyimpanan.

g o p

Pasal 43

(1) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan
kegiatan perlindungan arsip vital.

(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan evakuasi arsip vital,
identifikasi jenis arsip dan pemulihan
(recovery).

(3) Pemulihan (recovery) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan stabilisasi dan
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perlindungan nraip yang dievakunal, penilainn
tingknl keruankandan apenifilnni lkebutuhnn
pemulihan, pelnlcaananm pcnyclnmn!nn,
prosedur penyimpanan kembnli dan evalunsi.

Pannl A4

Aksca dan layanan achagnimann dimnksud dalam
Pasal 30 huruf ¢ meliputl kegintan

a. nkses dan laynnan internal, dan

b, nkses dan layanan ckaternal,

Pasal 45

Ketentuan mengenai  prosedur tata  caré alib
media  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 39
sampni Pasal 44 scbagaimana tercantum dalam
lampiran.

Bagian Kelima
Penyusutan Arsip

Pasal 46

(1) Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip
berdasarkan JRA.

(2) Penyusutan arsip yang series arsipnya belum
diatur dalam JRA disusutkan berdasarkan nilai
guna,

(3) Penyusutan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan  kepentingan pencipta
arsip, masyarakat, bangsa dan negara.

(4) Penyusutan arsip meliputi kegiatan:

a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah
ke unit kearsipan,;

b. pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
dan/atau telah habis masa simpannya;

c. penyerahan arsip yang bernilai guna tinggi,
telah habis masa simpannya, serta
berketerangan permanen sesuai JRA kepada
lembaga kearsipan.

(5) Pencipta arsip merencanakan, mengendalikan
dan mendokumentasi kegiatan penyusutan.

Pasal 47
(1) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan setiap
tahun.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

pemindahan arsip inaltif dari unit. pengolnh ke
unit kearsipan diatur oleh pimpinan pencipln

arsip.

Pemindahan  arsip  inaktif nebagoimann
dimalksud pada nayat (1) dilakeonalkan accard
berjenjang dengan ketentuan achagai berilcul:

a. pemindahan arsip dari unit pengolah ke
unit kearsipan HI atau unit pengolah ke unit
kearsipan II;

b. pemindahan arsip dari unit kearsipan I ke
unit lkearsipan II;

c. pemindahan arsip dari unit kearsipan 11 ke
unit kearsipan I;

d. pemindahan arsip dari unit kearsipan 1]
yang tidalk memiliki UPT dapat langsung ke
unit kearsipan I

Pelaksanaan pemindahan arsip scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi
tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

Pelaksanaan pemindahan arsip scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi
tanggung jawab pimpinan unit kearsipan II.

Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi
tanggung jawab pimpinan unit kearsipan II.

Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi
tanggung jawab pimpinan unit kearsipan III.

Bagian Keenam
Pemusnahan Arsip

Pasal 48

Pemusnahan arsip dapat dilakukan terhadap

arsip yang telah memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. tidak memiliki nilai guna;

b. telah habis retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan
yang melarang;

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
suatu perkara.

Pemusnahan arsip dilakukan secara berjenjang

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemusnahan arsip di tingkat unit pengolah;

b. pemusnahan arsip di tingkat unit
kearsipan III;
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c. pemusnahan arsip di tingkat unit
kearsipan II; _ - -

d. pemusnahan arsip di tingkat unit
kearsipan .

(3) Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab masing-masing pimpinan unit.

Pasal 49

(1) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan ditingkat
unit pengolah adalah arsip yang memiliki masa
simpan kurang dari 2 (satu) tahun.

(2) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan di tingkat
unit kearsipan Il adalah arsip yang memiliki
masa simpan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima)
tahun.

(3) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan di tingkat
unit kearsipan II adalah arsip yang memiliki
masa simpan lebih dari 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) tahun.

(4) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan di tlngkat
unit kearsipan I adalah arsip yang:
a. memiliki masa simpan Ilebih dari 10
(sepuluh) tahun;
b. telah disimpan di unit kearsipan I.

Pasal 50

Pemusnahan arsip yang memiliki masa simpan
kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
perangkat daerah.

Pasal 51

(1) Pemusnahan arsip yang memiliki masa
simpan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
ditetapkan pimpinan perangkat daerah setelah

mendapat:

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai
arsip perangkat daerah;

b. persetujuan tertulis dari kepala lembaga
kearsipan.

(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dibentuk di setiap
perangkat daerah.
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(4)

perangkat daerah pencipta arsip dan lembaga
kearsipan.

Kepala unit kearsipan [ bertanggung jawab
dalam mengontrol mekanisme dan prosedur

pemusnahan arsip.

Pasal 54

Tugas panitin penilai arsip perangkat dacrah adalah
scbagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

menginventarisasi dan mengidentifikasi  arsip
yang akan dipindahkan;

menilai arsip yang akan dimusnahkan dan
diserahkan;

memberikan saran, masukan dan pertimbangan
pelaksanaan pemindahan, pemusnahan atau
penyerahan arsip kepada pimpinan perangkat
dacrah pencipta arsip;

membuat daftar arsip yang akan dipindahkan,
dimusnahkan atau diserahkan;

melakukan pendokumentasian kegiatan
penyusutan,

Pasal 55

Penyerahan arsip dilakukan oleh perangkat
pencipta arsip.

Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. arsip diserahterimakan oleh pencipta arsip
kepada lembaga kearsipan;

b. pelaksanaan serah terima arsip dilakukan
setelah melalui proses seleksi dan penilaian
oleh panitia penilai arsip kota.

Pasal 56

Dalam hal arsip yang telah habis masa
simpannya masih digunakan untuk
penyelesaian suatu kasus dapat dilakukan
perpanjangan masa simpan setelah mendapat
persetujuan panitia penilai arsip.

Perpanjangan masa simpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
penundaan penyerahan arsip ke lembaga
kearsipan.
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Pasal 57

Dokumentasi kegiatan penyusutan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf ¢ meliputi:

a.

b.

dolcumentasi pelaksanaan pemindahan arsip;
dolcumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip
yang tidalk bernilai guna dan habis jangka
simpannya;

dokumentasi pelaksanaan penyerahan arsip.

Pasal 58

Dokumentasi pelaksanaan pemindahan  arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
terdiri dari:

a.

dokumentasi pemindahan arsip dari unit

pengolah ke unit kearsipan IIl atau dari unit

pengolah ke unit kearsipan Il meliputi:

1. surat menyurat pelaksanaan pemindahan
arsip;

2. notulen rapat pemindahan;

3. berita acara pemindahan;

4. daftar arsip yang dipindahkan;

5. foto dan laporan kegiatan pemindahan.

dokumentasi pemindahan arsip dari unit
kearsipan III ke unit kearsipan Il meliputi:

1. surat menyurat pelaksanaan pemindahan
arsip;

notulen rapat pemindahan;

berita acara pemindahan;

. daftar arsip yang dipindahkan;

foto dan laporan kegiatan pemindahan.

SRR

dokumentasi .pemindahan arsip dari wunit

kearsipan II ke unit kearsipan I meliputi:

1. keputusan pimpinan perangkat daerah
pencipta arsip tentang panitia penilai arsip
perangkat daerah;

2. surat menyurat pelaksanaan pemindahan
arsip;

3. notulen rapat pemindahan panitia penilai
arsip perangkat daerah,

4. rekomendasi pemindahan arsip dari panitia
penilai arsip perangkat daerah,;

5. berita acara pemindahan dan daftar arsip
yang dipindahkan;

6. foto dan laporan kegiatan pemindahan.

Dokumentasi pemindahan arsip dari unit

kearsipan IIl yang tidak mempunyai UPT ke unit

kearsipan | meliputi :

1. keputusan pimpinan perangkat daerah
pencipta arsip tentang panitia penilai arsip
perangkat daerah;
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surat menyurat pelaksanaan pemindahan
arsip;

notulen rapat pemindahan panitia penilai
arsip perangkat dacrah;

rekomendasi pemindahan arsip dari panitia
penilai arsip perangkat dacrah;

berita acara pemindahan dan daftar arsip
yang dipindahkan;

foto dan laporan kegiatan pemindahan.

Pasal 59

Dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b
terdiri dani:

a. Dokumentasi di tingkat unit pengolah meliputi:

1. keputusan pimpinan perangkat daerah
tentang panitia penilai arsip perangkat
daerah;

2. surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;

3. notulen rapat penilaian panitia penilai arsip
perangkat daerah;

4. surat pertimbangan pemusnahan dari panitia
penilai arsip perangkat daerah;

5. keputusan pimpinan perangkat daerah
tentang pemusnahan arsip;

6. perjanjian pemusnahan arsip jika
dilaksanakan pihak penyedia jasa;

7. berita acara pemusnahan arsip yang
dimusnahkan;

8. foto dan laporan kegiatan pemusnahan.

b. Dokumentasi di tingkat wunit kearsipan III
meliputi:

1. keputusan pimpinan perangkat daerah

I o

=

8.
9.
10.
11,

tentang panitia penilai arsip perangkat
daerah;

surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;
notulen rapat hasil penilaian panitia penilai

arsip;

surat pertimbangan pemusnahan dari panitia
penilai arsip perangkat daerah;

surat wusul musnah kepada lembaga
kearsipan;

surat persetujuan pemusnahan arsip dari
lembaga kearsipan;

keputusan pimpinan perangkat daerah
tentang pemusnahan arsip;

perjanjian pemusnahan arsip jika
dilaksanakan pihak penyedia jasa;

berita acara pemusnahan;

daftar arsip yang dimusnahkan;

foto dan laporan kegiatan pemusnahan.
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C.

(1)

Dokumentasi
meliputi:
4 perangkat daerah

Ls

di tingkat unit kearsipan I

keputusan pimpinan .
tentang panitia penilai arsip perangkat
daecrah;

surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;

2.

3. notulen rapat hasil penilaian panitia penilai
arsip; ‘ .

4. surat pertimbangan pemusnahan dari panitia
penilai arsip; ' .

5. surat persctujuan pemusnahan dari bupati;
6. keputusan pimpinan perangkat daerah
tentang penctapan pemusnahan arsip;

7. perjanjian pemusnahan arsip jika
dilaksanakan pihak penyedia jasa;
8. berita acara pemusnahan;
9. daftar arsip yang dimusnahkan;
snahan.

10. foto dan laporan kegiatan pemu
Dokumentasi pemusnahan ar

sip di tingkat unit

kearsipan I meliputi:

1.

oom & W

ra

8.
9

keputusan walikota tentang panitia penilai
arsip;
surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;
notulen rapat hasil penilaian panitia penilai
arsip,

surat pertimbangan pemusnahan dari panitia
penilai arsip;

surat persetujuan pemusn
keputusan pimpinan perangkat
tentang pemusnahan arsip;
perjanjian pemusnahan arsip jika
dilaksanakan pihak penyedia jasa;

berita acara pemusnahan;

daftar arsip yang dimusnahkan;

ahan dari walikota;
daerah

10. foto dan laporan kegiatan pemusnahan.

Pasal 60

Dokumentasi pelaksanaan penyerahan arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c

meliputi:

a.

b.

C.

5w o

keputusan pimpinan perangkat daerah
pencipta arsip tentang penyerahan arsip;
surat menyurat pelaksanaan penyerahan
arsip;

notulen rapat hasil penilaian panitia penilai
arsip;

surat pertimbangan dan persetujuan
penyerahan dari panitia penilai arsip;
perjanjian penyerahan arsip terhadap arsip
tertentu, apabila diperlukan;

berita acara penyerahan;

daftar arsip yang diserahkan;

foto dan laporan kegiatan penyerahan arsip.
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(2)

(3)

Penyimpanan  arsip  hasil dolkumentasi
penyusutan dilaksanakan oleh setiap
Organisasi Perangkat Daerah.

Arsip yang tercipta dari hasil pci_nuspa]mn dan
penyerahan diperlakukan sebagai arsip vital.

Pasal 61

Prosedur pemindahan arsip, proscdur.pemusnshan
arsip dan prosedur penyerahan arsip tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan peraturan Walikota int.

(1)

(2)

(1)

(2)

3

)

Bab V
PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pasal 62

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk
menjamin keselamatan arsip sebagai
pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

akuisisi arsip statis;

pengolahan arsip statis;

preservasi arsip statis; dan

akses arsip statis.

poop

Bagian Kesatu
Akuisisi Arsip Statis

Pasal 63

Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi
arsip statis.

Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi arsip statis yang telah diverifikasi
secara langsung maupun tidak langsung.

Verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi tanggung jawab kepala
lembaga kearsipan.

Apabila dalam melakukan verifikasi terdapat
arsip yang tidak memenuhi kriteria sebagai
arsip statis, kepala lembaga kearsipan berhak
menolak arsip yang akan diserahkan.
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Pasal 64

Prosedur akuisisi arsip statis dilaksanakan scbagai

berikut : '

a. monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip
statis; .

b. melakukan verifikasi terhadap arsip statis oleh
lembaga kearsipan;

c. menctapkan status arsip statis oleh lembaga
kearsipan; '

d. Persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta
arsip;

c. penctapan arsip statis yang diserahkan oleh
pimpinan pencipta arsip; dan

f. pelaksanaanserah terima arsip statis oleh
pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga
kearsipan disertai dengan berita acara dan daftar
arsip yang diserahkan.

Pasal 65

Tata cara akuisisi arsip statis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a
tercantum dalam lampiran.

Pasal 66

(1) Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang
meliputi arsip sebagaimana dimaksud dalam
pasal 63 ayat (2) dan mengumumkannya
kepada publik.

(2) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan
arsip statis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyerahkan kepada lembaga
kearsipan berdasarkan syarat yang ditetapkan
dalam pengumuman DPA.

(3) Dalam rangka penyelamatan arsip statis,
pemerintah dapat memberikan penghargaan
atau imbalan kepada masyarakat dan diatur
oleh ketentuan peraturan perundangan.

(4) Pembuatan DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengolahan Arsip Statis

Pasal 67

(1)  Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilaksanakan

hc]rid&sarkan asas asal usul dan asas aturan
asli.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar
deskripsi arsip statis.

Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. menata informasi arsip statis;

b. menata fisik arsip statis; dan

c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip
statis.

Bagian Ketiga
Preservasi Arsip Statis

Pasal 68

Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c¢ dilakukan
untuk menjamin keselamatan dan kelestarian
arsip statis.

Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan
kuratif.

Preservasi arsip statis dengan cara preventif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan :

a. penyumpanar;

b. pengendalian hama terpadu;

c. reproduksi; dan

d. perencanaan menghadapi bencana

Preservasi arsip statis dengan cara kuratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui perawatan arsip statis dengan
memperhatikan  keutuhan informasi yang
dikandung dalam arsip statis.

Bagian Keempat
Akses Arsip Statis

Pasal 69

Lembaga kearsipan wajib menjamin
kemudahan akses arsip statis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d bagi
kepentingan pengguna arsip.

Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
pem?nfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan
publik  dengan  memperhatikan prinsip
keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Akses arsip statis sebagaimana dimaksud psf;da
ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pgda sifat
keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan pelayanan
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria pelayanan yang ditetar:-kan serta
menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 70

Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk
umum.

Apabila akses terhadap arsip statis yang
berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan
tertentu, akses dilakukan sesuai dcng:arf
persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki
arsip tersebut.

Pasal 71

Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup
berdasarkan persyaratan akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) atau karena
sebab lain, kepala dinas sesuai dengan lingkup
kewenangannya dapat menyatakan arsip statis
menjadi terbuka setelah melewati masa
penyimpanan selama 25 (dua puluh lima)
tahun.

Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila
memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan

menetapkan  keterbukaan  arsip statis

sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa
penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup
dengan pertimbangan:

a. tidak menghambat proses penegakan
hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektial
dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan
keamanan negara;

d. f.idak mengungkapkan kekayaan alam
indonesia yang masuk dalam kategori
dilindungi kerahasiaannya;
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

()

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi
nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan
hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat sescorang kecuali kepada
yang berhak secara hulkum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data
pribadi; dan

i. tidak mengungkapkan memorandum atau
surat-surat yang menurut sifatnya perlu
dirahasiakan.

Untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan
penyelidikan dan penyidikan, arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diakses dengan kewenangan kepala dinas.

Penetapan arsip statis menjadi tertutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh kepala dinas sesuai dengan tingkatan dan
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta
arsip yang menguasai sebelumnya.

Penetapan keterbukaan arsip statis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketenman.sebagajmana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sejak arsip statis diterima oleh lembaga
kearsipan.

BAB VI
SOSIALISASI KEARSIPAN

Pasal 72

Lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi
kearsipan dalam mewujudkan aparatur sipil
negara yang sadar arsip.

Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud
pada. ayat (1) dilakukan melalui pendidikan,
pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta

melalui penggunaan berbagai sarana media
komunikasi dan informasi,
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BAB VII
PENOAWASAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Peinksanaan Pengawaaan

Paaal 73

(1)  Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan

(2]

(3]

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

penyelenggaran  kearsipan dan  pengelolaan
arsip dinamia pada perangkat dacrah.

Pelaksanaan pengawasan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pengawasan penyelenggaraan kearsipan
dinamis pada perangkat daerah secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sccara
terkoordinasi oleh lembaga kearsipan dengan
Inspektorat.

Pengawasan penyelenggaraan kearsipan dan

pengelolaan  arsip dinamis pada perangkat

dacrah dilakukan dengan cara:

a. audit kearsipan dinamis;

b. monitoring dan evaluasi;

¢. penilaian kinerja penyelenggaraan
kearsipan; dan

d. koordinasi penyediaan fasilitas sarana
kearsipan.

Pasal 74

Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:

a. pengawasan atas pelaksanaan
penyelenggaraan kearsipan;

b. pengawasan atas penegakan peraturan
perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan lembaga kearsipan.

Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan,
lembaga dan/atau unit kearsipan bekerjasama
dengan inspektorat

Bagian Kedua
Jenis Dan Aspek Pengawasan

Pasal 75

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas:
a. pengawasan kearsipan eksternal;
b. pengawasan kearsipan internal.
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(2) Pengawnsan kecarsipan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap beberapa

aspek penilaian.
Pasal 76

Pengawasan kearsipan  eksternal schagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a terhadap
pencipta arsip dilalkukan terhadap aspek:

a. ketaatan terhadap peraturan perundangan-
undangan bidang kearsipan dalam penetapan
kebijaltan kearsipan;

program lkearsipan;

pengolahan arsip inaktif;

penyusutan arsip;

sumber daya manusia kearsipan;

kelembagaan; dan

prasarana dan sarana.

R NN

Pasal 77

Pengawasan kearsipan internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri
atas:

a. pengelolaan arsip dinamis;

b. sumber daya manusia kearsipan; dan

C. prasarana dan sarana.

Pasal 78

Pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a

dilakukan terhadap aspek:

penciptaan arsip;,

pemberkasan dan penataan arsip aktif;

program arsip alih media;

program arsip vital;

pengolahan arsip inaktif;

pemeliharaan arsip inaktif;

layanan dan akses arsip dinamis;

penyusutan arsip, meliputi :

1. pemindahan arsip inaktif yang mempunyai
retensi lebih dari 10 (sepuluh) tahun:

2. pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai
retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;

3. penyerahan arsip statis ke lembaga
kearsipan.

DRS00 TP

Pasal 79

Sumber daya manusia kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan
terhadap aspek:
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a. arsiparis, meliputi: .
1. kedudukan hukum dan kewenangan;

2. kompetensi;
3. pengangkatan dan pembinaan kearir.

b. tenaga pengelola araip non araiparia  yang
meliputi jumiah dan kompetensi,

Paanl BO

Prasarana dan sarana sebhagaimana dimakaud dnlam
Pasal 77 huruf ¢ dilakukan terhadap aspck:

a. gedung:

b. raangan; dan

c. pecralatan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengawasan

Pasal 81

Pengawasan  kearsipan dilaksanakan  melalui
tahapan kegiatan dan prosedur sebagai berikut:
perencanaan program pengawasan kearsipan;

Aa.

b. audit kearsipan;

c. penilaian hasil pengawasan kearsipan;

d. monitoring hasil pengawasan kearsipan.

Pasal 82

(1) Lembaga kearsipan melaksanakan perencanaan
program pengawasan kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dengan
menyusun Program Kerja Pengawasan
Kearsipan Tahunan yang meliputi:

a. jadwal waktu pengawasan;

b. objek pengawasan;

c. prioritas;

d. anggaran,

e. jenis dan metode pengawasan;
f. langkah kerja.

(2) Lembaga kearsipan memberitahukan
perencanaan program pengawasan kearsipan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)
kepada objek pengawasan.

(3) Pemberitahuan rencana pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal
audit.

Pasal 83
(1) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81 huruf b terdiri dari:
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

“4)

(S)

a. audit kearsipan sttemal;
b. audit kearsipan internal.

Audit kearsipan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
instrumen audit yang ditetapkan kepala
lembaga kearsipan.

gaimana dimaksud pada

dit kearsipan seba _ .
S e alkukan verifikasi

ayat (1) dilakukan dengan mel
lapangan dan wawancara.

Pasal 84

Audit kearsipan cksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) h‘l.l[‘l:l.f a
dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan
nasional ANRI dan tim pengawas daerah sesuai
wilayah kewenangannya.

Hasil pelaksanaan audit eksternal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam LAKE.

Pasal 85

Audit  kearsipan internal  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh tim pengawasan Kkearsipan
internal.

Tim pengawas kearsipan internal bertugas:

a. menyusun rencana kerja dan jadwal
pengawasan;

b. melakukan audit kearsipan, wawancara,

dan verifikasi lapangan;

menghimpun data/bukt audit;

melakukan rekapitulasi hasil audit;

menganalisis hasil audit;

melakukan penilaian hasil audit;

menyusun laporan hasil audit;

memonitoring hasil pengawasan.

@R Se ae

Hasil Pelaksanaan audit kearsipan internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam LAKI.

LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat materi:

a. dasar‘ hukum pelaksanaan pengawasan
kearsipan;

b. uraf'an hasil pengawasan kearsipan;

c. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

Sistematika LAKI sebagaimana dimaks
! ud pada
ayat (3) ditetapkan kepala lembaga kearsipagl.
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Pnsnl 86

(1) Tim pengawns kearsipnn internal
menyampaikan  kepada kkepnln lembngn
kearsipan,

(2) Kepala lembaga kearsipan menyampaikon LAKI
kepada Walikota dengan tembusan lkepaln

ANRI.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat pada tanggal 31

Oktober setiap tahunnya.

(4) Pimpinan perangkat dacrah dan pcncipta_arsip
selaku objek pengawasan wajib menindak
lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI.

Pasal 87

(1) Tim pengawas kearsipan ekternal dan tim
pengawas kearsipan internal ~memberikan
penilaian hasil pengawasarn kearsipan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf ¢ atas hasil pengawasan kearsipan yang
dituangkan dalam LAKE dan LAKI.

(2) Besaran penilaian hasil pengawasan kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
atas:

a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai
dengan 100 (seratus) berkategori sangat
baik;

b. nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan
90 (sembilan puluh) berkategori baik;

c. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan
75 (twjuh puluh lima) berkategori cukup;

d. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60
(enam puluh) berkategori kurang; dan

e. nilai O (nol) sampai dengan 50 (lima puluh)
berkategori buruk.

Pasal 88

(1) Lcrqbaga kearsipan mengumumkan penilaian
hasil pengawasan kearsipan.

(2) Pengumuman penilaian hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
daél:itcn website lembaga kearsipan dan media
cetak.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 89

Monitoring  hasil pengawasan kearsipan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal.BE ayat (2)
huruf h dilaksanakan lembaga kearsipan.

Monitoring  sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk  memonitor

pelaksanaan tindak lanjut LAKI.

Laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak
lanjut LAKI disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat
TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Pasal 90

Pengawasan kearsipan internal di kota
dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan
daerah.

Anggota tim pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengikuti bimbingan teknis
pengawasan kearsipan dan atau memiliki
jabatan struktural di bidang kearsipan dan
pengawasan.

Tim pengawas internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 7
(tujuh) orang.

Pasal 91

Tim pengawas kearsipan internal bertugas
melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip
dinamis terhadap perangkat daerah.

Tim pengawas Kkearsipan internal minimal
terdiri atas:

a. pengarah;

b. penanggungjawab;

c. ketua; dan

d. anggota.

Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dijabat oleh sekretaris daerah

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala
lembaga kearsipan.
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(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

4)

)

wd pada ayal (2)
oleh pejabat
lenggarakan

Ketua scbagaimana dimake
huruf ¢ dijabat paling rencdnh
strukturnl ecsclon IV yang menyc
urusan pengawasnn lcearsipan.

Keanggotann  schagaimana dimnkoud pada
ayat (2) huruf d terdiri dari 1 (satu) orang
pejabat fungsional arpiparis dan 1 (satu) orang

pejabat inapeldoral.

Pasal 92

Tim pengawas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 harus memiliki:

a. integrilas;

b. obyecktifitas;

c. kompetensi;
d. kemampuan menjaga kerahasiaan.

Integritas sebagaimana dimasud pada ayat (1)
huruf a adalah jujur, teliti, bertanggung jawab,
bersungguh-sungguh, mampu bekerjasama
yang schat, menjaga citra dan mendukung visi
dan misi organisasi dalam pelaksanaan audit.

Obycktifitas secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah mengungkapkan semua
fakta material yang diketahuinya, tidak
memihak atau yang mungkin menyebabkan
terjadinya benturan kepentingan dan menolak
suatu pemberian dari obyek pengawasan yang
terkait dengan keputusan maupun

pertimbangan profesionalnya.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ adalah melaksanakan tugas

pengawasan sesuai dengan peraturan yang
berlakudan terus menerus meningkatkan
kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas

hasil pekerjaan.

Kemampuan menjaga kerahasiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah mampu dengan hati-hati menggunakan
dan menjaga segala informasi yang diperoleh
dalam pengawasan kearsipan dan tidak
menggunakan informasi yang diperoleh untuk

kepentingan pribadi/golongan diluar
kepentingan organisasi.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 93

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan
pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dialokasikan pada masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 0 AP~ """“-'-9

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
HE
Diundangkan d1 Bandar pung
pada tanggal 18 Arrs
SEKRETARIS DAERAH TA BANDAR LAMPUNG
B TAMAM

BERITA DAERAH KO

A BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 2¢
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : #0 TAHUN 2019

TANGGAL : /8 ArPril

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

BAB |

BAB II

BAB III
BAB IV

BAB V

BAB VI

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF

A. Pemberkasan Arsip Aktif
Pemeriksaan;

Penentuan Indeks;

Penentuan Kode;

Tunjuk Silang (apabila ada);
Pelabelan;dan

Penyusunan Daftar Arsip Aktif,
Penyimpanan Arsip Aktif

PEMELIHARAAN ARSIPINAKTIF
A. Penataan Arsip Inaktif

B. Penyimpanan Arsip Inaktif
C. Penataan Arsip Inaktif yang Belum Memiliki Daftar

Arsip dari Unit Pengolah
ALIH MEDIA ARSIP

NOO AN~

ARSIP VITAL

A. Identifikasi arsip vital

B. Penataan arsip vital

C. Perlindungan dan pengamanan arsip vital
D. Penyelematan dan pemulihan

E. Akses dan layanan

PEMUSNAHAN ARSIP

Pembentukan Panitia Penilai Arsip
Penyeleksian Arsip

Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah
Penilaian Arsip

Permohonan Persetujuan/ Pertimbangan
Penetapan Arsip yang akan Dimusnahkan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

g PIPoowp

ENYERAHAN ARSIP STATIS
Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah

Penilaian Arsip
Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis
Verifikasi dan Persetujuan

Penetapan Arsip yang Diserahkan
Pelaksanaan Serah Terima Arsip
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BAB VII

BAB V1II

AhUIQIql ARSIP

Prinaip Alculainl

Pelnkannann Alauininl

Verifikanal Sccarn Langaung

Verifikanai Secara Tidak Langsung
Serah Terima Aralp

Koordinnsi dengnn Lembngn Kenrslpan

mEO0Es >

PEMBUATAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP
A. Prinsip Pembuntan DPA

B. Tata Carn Penyusunan DPA

C. Pengumuman DPA
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BAB I
PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF

A. PEMBERKASAN ARSIP AKTIF

Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dilaksanakan xR
prosedur:

pemeriksaan;

penentuan indeks;

penentuan kode;

tunjuk silang (apabila ada);

pelabelan; dan

cpoop

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arsip yang
akan diberkaskan autentik, utuh dan lengkap pada setiap proses kegiatan
dan sudah diregistrasi dan didistribusikan (Pernyataan selesai/file).
Pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan/atau
memverifikasi arsip vital di unit pengolah.

Indeks (judul berkas) ditentukan dengan cara menentukan kata tangkap
(keyword) dari arsip yang akan diberkaskan yang dapat mewakili isi
informasi dari berkas/isi berkas.

Indeks dapat berupanama orang, lembaga/organisasi, tempat/wilayah,
masalah dan kurun waktu . Penulisan indeks diikuti setelah penulisan

kode klasifikasiarsip pada folder.

Penentuan Kode pemberkasan dilakukan sesuai dengan fungsi,
kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan

kode klasifikasi.

Penulisan kode pemberkasan sebagaimana contoh gambar angka 10

huruf e.

Tunjuk silang, digunakan apabila :

a. Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi.

b. Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang
berbeda media seperti : peta, CD, Foto, Film, dan media lain; dan

c. Terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau lembaga.

Contoh: Penggunaan Formulir Tunjuk Silang

§,  Kop Surat
Indeks: Kode:019.1 tanggal :14Agustus2013
Upacara 17Agustus2013 | Upacara Bendera No. : 019.1.543/VII/2013
Lihat:UpacaraBendera
Indeks: Kode tanggal  :14Agustus2013
Upacara Bendera 019.1. Upacara 17 No. :019.1.543/VIII/2013
Agustus 2013

tempat, tanggal, bulan, tahun

Jabatan

Tanda tangan pejabat yang mengesahkan
Nama
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Daftar Arsip Aktif meliputi;
a. daftar berkas;
b. daftar isi berkas:

Contoh DaftarBerkas:

Unit Pengolahe. .o
Kop Surat (1)
Nomor Kod Uraian
Berkas l{lasiﬁl:nai I“fhﬂ;‘aﬁlasi Tanggal | Jumlah | Keterangan
: ip
) 3) ) G| (6 (7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:
diisi dengan kop lembaga;

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5)
Kolom (6)

Kolom (7)

diisi dengannomor urut berkas;

diisi dengan kode klasifikasi arsip;

diisi dengan

dalam klasifikasi arsip;

diisi dengan masa
diisi dengan

dengan jeni

S arsip;

/kurun waktu arsip yang tercipta;
Jumlah banyaknya arsip dalam satuan yang sesuai

uraian informasi dari berkas arsip berdasarkan kegiatan

diisi dengan keterangan spesifik dari jenis arsip,seperti tekstual,
kartografi, audio visual, elektronik dan digital.

Contoh Daftar [si Berkas:

Unit Pengolah ....................
Kop Surat (1)
Nomor Uraian
Nomor Kode ;
Item . ; | Informasi | Tanggal | Jumlah{ Keterangan
Berkas Arsip Klasifikasi Aesin
(2) (3) (4) (5) (6) (7 (8

Keterangan Petunjuk Pengisian:

diisi dengan kop lembaga;
diisi dengan nomor berkas arsip;
diisi dengan nomor item arsip;
diisi dengan kode klasifikasi arsip;
diisi dengan uraian informasi arsip dari setiapnaskah dinas
diisi dengan tanggal arsip itu tercipta;
diisi dengan jumlah arsip dalam satuan naskah dinas;
diisi dengan keterangan spesifik dari jenis arsip,
sepertitckstual, kartografi, audio visual, elektronik , dan

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
Kolom (8)

digital.




B.  PENYIMPANAN ARSIP axip
Penyimpanan Arsip akif kefiling Cabinetsebagai berikut:
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BAB I
PEMILIHARAAN ARSIP INAKTIIF

A. PENATAAN ARSIP INAKTIF

Penntnan  arsip Inaletif pada unit kearsipan dilaksanakan melalui
prosedur;

n, pengaturan fisik araip;

b. pengolahan informasl arsip; dan

c¢. penyusunan daftar arsip Inaltif,

Keglatan pengaturanfisic arsip innktif pada unit kearsipan diawall
kegintan pemeriksnan dan verifikasi arsip yang dipindahkan untuk
memastikan kelenglapan arsip, kescsuaian fisik arsip dengan daftar arsip
serta penyusunan daftar arsip inalktif,

Pengaturan fisik arsip dilakukan dengan kcgi&tﬂn:

a, penataan arsip dalam boks;

b. penomoran boks dan pelabelan; dan

¢. pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan.

Penataan arsip dalam boks terdiri atas:

a. penataan arsip dikclompokkan berdasarkan media simpan dan
sarana penyimpanannya; dan

b. menempatkan arsip pada boks dengan tetap mempertahankan
penataan arsip ketika masih aktif (aturan asli) dan asal usul, serta
menempatkan lembar tunjuk silang apabila diperlukan.

Tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang saling
berhubungan antara satu unit kerja dengan unit kerja lainya dan/atau
arsip dirckam pada media yang berbeda.

Penomoran boks dan pelabelan
8. Membuat label boks dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor

boks dan nomor folder secara konsisten.
b. Pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan nomor.,
Contoh penomoran boks :
A.01.01 (ruang A, rak 1, boks nomor 1)
A.01.02 (ruang A, rak 1, boks nomor 2)
A.01.03 (ruang A, rak 1, boks nomor 3)

Pengaturan penempatan boks arsip pada tempat penyimpanan sesuai
dengan prinsip asal usul diatur sebagai berikut:

a. setingkat unit kerja eselon I pada lembaga negara;

b. setingkat Perangkat Daerah.

Pengolahan informasi arsip menghasilkan daftar informasi tematik yang
paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan dan

kurun waktu.

Pengolahan informasi arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan
informasi publik dan kepentingan internal lembaga, dengan cara
mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip dalam satu
keutuhan informasi berdasarkan arsip yang dikelola di unit kearsipan.
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Penyusunan Daftar Argj
a. Unit Kearsipan m
arnip yang dipinda
b. Unit kearsipan m
informasi nomor definit

dengnn data

pencipta arsip,
c. Pembaharuan Dafar

pemindahan,

XNOUV DN

11. lokasi sim

pemus
satu tahun seckalj,
d. Penyusunan daftar
pencipta arsip;
unit pengolah:
nomor arsip;
kode klasifikasi:
uraian informasi
kurun waktu;
jumlah;
tingkat perkembangan
9. keterangan (media arsip,
10. nomor definitif folder dan
pan(ruangan dan nomor rak)

engolal

Arsip

arsip/berkas:

P Inaktif pada Unit kearsipan
embuat daftar arsip inaktif
hkan dari unit pengolah.
1 daftar arsip inaktif den
if folder dan boks yang dit

base daftar arsip inaktif masing-masing provenance

sctiap terjadi

kondisi, dll)
boks

Inaktif dilakukan 1
nahan, dan penyernhan arsip paling sedikit

arsip inaktif memuat informasi tentang:

berdasarkan daftar

gan menambahkan
diurutkan sesuai

12. jangka simpan dan nasib akhjr m.kategori arsip.
Contoh daftar arsip inaktif:
DAFTAR ARSIP INAKTIF
i -“‘""W‘-"!‘W‘t‘w-'M*--f*r*wvi.-wv-,"»;:.ﬂ-x'-"-:'ﬂt-"!?%-‘E“'?-?‘r.'f*r".*.-'-'-s.'atﬂ:'.v*r*'r*f-.'."'w1'6“'“‘:?“'-'.*-'"“““"W-“-‘*W
(1]
Jangka
Neomor Simpan
Kode Jenia | Kurun |Tin Definitif | [okasi .
No.| Kiasifikasi | Arsip | Waltu mﬁ Jumlsh | Ket | Folder | gimpan rf;;?h Kﬁ;ﬁ
bangan dan Akhir
Boks
2 (3) (4) (5) (6) {7 (8) 9) (10) (11) (13)

Petunjuk Pengisian :
diisi dengan kop lembaga;
diisi dengan nomor urut berkas/arsip;
diisi dengan kode klasifikasi arsip;

diisi dengan uraian jenis/series arsip;

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)

Kolom (7)
Kolom (8)
Kolom (9)

diisi dengan kurun waktu;

tempat, tanggal, bulan, tahun

Jabatan

Tanda tangan pejabat yang

mengesahkan

Nama

diisi dengan tingkat perkembangan arsip;
diisi dengan jumlah arsip;
diisi dengan media arsip, kondisi, dlI;
diisi dengan nomor definitif folder dan boks;
Kolom (10) diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan

nomor boks;




Kﬂlﬂ'm {ll] diiai dcngnn Jﬂn tn Simpon <nn NHH"J‘ ﬂkh!l';

Kolom (12) diisi dengan k:i!t]cgnri r?rnlp, merupaknn arnip vitnl, nrnip
terjoga, dan keterangan klanlflkanl  dan kanmanannkeen
(rahasia, sangat rahasin, terbatan).

Daftar arsip inoktif digunakan ncbngal sarnnn penemunn kemball arsip,
dan sarana pengendalian arsip inaktif,

B. PENYIMPANAN ARSIP INAKTI

Penyimpanan arsip inaktif dilakukan berdasarkan daftar arsip inaktif.
Penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan dengan melakukan pc{mtﬂﬂ"
boks arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor boks dan dmgnun
berderet kesamping (vertikal) yang dimulai dari rak paling atas dan diatur
dari posisi kiri menuju ke kanan,

Contoh penataan boks pada Rak dan penyimpanan arsip inalktif:

C. PROSEDUR PENATAAN ARSIP INAKTIF YANG BELUM MEMILIKI
DAFTAR ARSIP DIUNIT PENGOLAH

Prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip

meliputi kegiatan:

Survei;

pembuatan daftar ikhtisar arsip;
pembuatan skema pengaturan arsip;
rekonstruksi;
pendeskripsian;
manuver (pengolahan data dan fisik arsip);
penataan arsip dan boks;

pembuatan daftar arsip inaktif.

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui
pengamatan terhadap fungsi lembaga pencipta arsip dalam rangka
menentukan skema pengaturan arsip, jumlah, media, kurun waktu,
kondisi fisik arsip, sistem pemberkasan, dan kebutuhan sumber daya

innya, Kegiatan Survei menghasilkan Proposal Penataan Arsip Inaktif,

SRS oo o
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Pembuatan Daftar [khtis ang merupakan acuan g
memindahkan/evakunsj ar::;]; ;:;?;pak}t;n gilakukﬂn penataan ke Empat
yang telah disiapkan,
Pembuatan Skema arsip adalah analisis terhadap ungsi dan acgaan
Pencipta Arsip dari wunit kerja untuk dasar pembuatan keranﬁ
pengelompokan  fisik dan informasi arsip, sebagai dasar untu
menyusun  kartu deskripsi (fisches). Penyusunan skEron  Beal
berdasarkan pola klasifikasi, struktur organisasi, tugas dan fungs:.
deskripsi, atau kombinas;j,

Rekonstruksi arsip dilakukan untuk mewujudkan kesatuan fisik dan
informasi arsip melalui kegiatan pemilahan arsip dan pemberkasan arsip.

Pemilahan arsip dilakukan dengan cara:

a. mengelompokan arsip sesuai dengan prinsip asal-usul (provenance)
pencipta sampai dengan level 2 distruktur organisasi.
1. Konteks, dilihat dari kepada, tembusan surat.
2. Konten, dilihat dari isi substansi surat. ,

b. pilah antara arsip dan non arsip (tidak cocok dengan rekonstruksi)

1. Arsip (termasuk arsip duplikasi);
2. Non arsip: formulir kosong, majalah, buku pustaka, map kosong.

c. arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi (kesamaan

kegiatan).

d. arsip yang sudah memberkas dipertahankan sesuai dengan
keutuhannya (tidak berlaku wuntuk arsip korespondensi yang
tercampur dalam satu ordner)

Contoh :
1. arsip korespondensi : pemberkasan sesuai dengan series atau

kegiatan;
arsip keuangan : pemberkasan dengan berkas SPM atau SP2D;

arsip personal file : pemberkasan sesuai NIP atau NIK;
arsip pengadaanbarang dan jasa pemberkasan sesuai nama

proyek atau paket.

Pemberkasan arsip merupakan kegiatan penyusunan kelompok arsip
sesuai dengan skema pengaturan arsip yang telah ditetapkan.
Pemberkasan dapat dilakukan berdasarkan:

a. series yaitu pengelompokan arsip yang memiliki jenis yang sama,;

b. rubrik yaitu pengelompokan arsip yang memiliki isi permasalahan

yang sama,
dosier yaitu pengelompokan arsip yang memiliki kesamaan

urusan/kegiatan.

Pendeskripsian merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang ada
pada setiap item/berkas arsip. Pendeskripsian arsip memuat informasi

sebagai berikut :

unit pencipta;

bentuk redaksi;

isi informasi;

kurun waktu/periode;
tingkat keaslian
perkembangan;
jumlah/volume;
keterangan khusus;

el SH
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‘pada setiap item/be
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Pembuntan Dafinr Ikhtinar Araip yang merupnkan acuan dalam

memindahkan/evaky
yang telah dluinpkﬂn’n"i arsip yang akan dilakukan penatann ke tempat

EEEL?EJE"LE'{“’"L“ arsip adalah analisin terhadap ungsi dan kegiatan

elo k P dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka
penge ompokan  fisik dan informnsi arsip, scbagai dasar untuk
T entkan riu deskripsl (fisches). Penyusunan skema arsip

berdasarkan pola klasjf
deskripsi, atau komhinaai_lmm' struktur organisasi, tugas dan fungsi,

E?E:;?l?:::ipﬂ;?i? Idiill;l{kUktm untuk mewujudkan kesatuan fisik dan

Z clalul ke t . ipD.

Pemilahan arsip dilnkuknngi;c?];nﬁlcrcn;tl'z?m arelp dan penberiasan re

a. mengclompokan arsip sesuaj dengan prinsip asal-usul (provenance)
pencipta sampai dengan level 2 distruktur organisasi.

1. Kontcks, dilihat dari kepada, tembusan surat.
2. Konten, dilihat dari isi substansi surat.

b. pilah antara arsip dan non arsip (tidak cocok dengan rekonstruksi)
1. Arsip (tgnnaauk arsip duplikasi);

2. Non arsip: formulir kosong, majalah, buku pustaka, map kosong.

c. arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi (kesamaan
kegiatan).

d. arsip yang sudah memberkas dipertahankan sesuai dengan
keutuhannya (tidak berlaku untuk arsip korespondensi yang
tercampur dalam satu ordner)

Contoh :
1. arsip korespondensi : pemberkasan sesuai dengan series atau
kegiatan;

arsip keuangan : pemberkasan dengan berkas SPM atau SP2D;

arsip personal file : pemberkasan sesuai NIP atau NIK;

arsip pengadaanbarang dan jasa pemberkasan sesuai nama

proyek atau paket.

RON

Pemberkasan arsip merupakan kegiatan penyusunan kelompok arsip
sesuai dengan skema pengaturan arsip yang telah ditetapkan.
Pemberkasan dapat dilakukan berdasarkan:

a. series yaitu pengelompokan arsip yang memiliki jenis yang sama;

b. rubrik yaitu pengelompokan arsip yang memiliki isi permasalahan

yang sama; _ o
dosier yaitu pengelompokan arsip yang memiliki kesamaan

urusan/kegiatan.

merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang ada
rkas arsip. Pendeskripsian arsip memuat informasi

C.

Pendeskripsian

8ebagai berikut :

unit pencipta;

bentuk redaksi;

isi informasi;

kurun waktu/periode;
tingkat keaslian
perkembangan;
jumlah/volume;
keterangan khusus;

FR SRR TR



i, ukuran (arsip b
3 P bentuk khygysg).
j. nomor sementara dan m:-zn-:n-s !—.iccil‘i:tif

. kondisi fisik : pilih baik
r
. Jumlah folder: satuan fé]dearak
. No. bt?ka - no boks sementarg
Duplikasi : pilih ada/tidak

=
]
L
E-
g.
ge)
5
=
E
=
g
<
g o

(1]

B

Eg—g“"c;un kar'tuk kdcslﬂ‘iPSi (mengolah data) merupakan proses
k Saggzan : analal.. deskripsi atau data arsip yang mempunyai
;embcrikanma:nmm" ]zllefl‘l guulj-‘uﬂ{m Bcstfi  deogan,  seme  dcite
5 eliniti ad wi .
penyimpanan berkas. pada kartu deskripsi sebagai nomor

Mamin:er ﬁs.ﬂ-: merupakan proses penyusunan berkas berdasarkan nomor

definitif arsip sesuai dengan skema.

Penataan arsip dalam boks

a. arsip dimasukan kedalam folder dan diberi kode masalah/subjek
arsip dan nomor urut arsip sesuai nomor definitif,

b. menyusun arsip kedalam boks secara kronologis dimulai dari nomor
terkecil berada pada susunan paling belakang,

c. n?embuat abel pada boks, berisi nomor boks, nomor folder serta lokasi
simpan.

d. Apabila jumlah arsip dalam satu berkas sangat banyak, maka arsip
dapat disimpan lebih dari satu folder.

Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan berdasarkan
deskripsi arsip yang disusun secara kronologis perkelompok berkas.

Daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan memuat informasi: Pencipta
Arsip, Unit Pengolah, Nomor, Kode, Uraian Informasi Arsip, kurun waktu,

jumlah, media dan keterangan.
Penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip oleh Unit
Pezgolah m;::ghasilkan tertatanya fisik arsip dan tersedianya Daftar

¢ dilakukan pemindahan arsip inaktif kepada unit

Arsip sehingga dapal J
kearsipan sesuai prosedur penyusutan arsip.
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BAB I11
ALIH MEDIA

sedur Teknis Alih : .
Eﬂ penycleksia;; / p,_-nrg:?; Arsip melalui digitalisasi meliputi:
b. pemindaian/scannin BLI}':_IP Yang akan dilakukan alih media.

Penyeleksian/penilaijan arsip yang akan dilakukan alih media

Dalam kegiatan alih medja K : s
; ertas ke elektronik (digitalisasi), pemindaian
dapat dilakukan dengan alat pemindaj yaituse ( r.gl ), P

E&esfm diglj:-rgledﬂt;?um dengan hasil disesuaikan pada format TIFF
perlindungan arsip. Pa kompresi dan resolusi pada 600 DPI untuk

Pemindaian arsip asli direkomendasikan untuk menggunakan resolusi
minimum 300 DPI (Dot Per Inch) dan disimpan dalam bentuk dokumen
elektronik dalam format tertentu seperti TIFF, GIF, JPEG, PNG,dan PDF.
Arsip elektronik tersebut harus memiliki informasi yangsama seperti
dokumen aslinya

Unit kearsipan dalam melaksanakan alih media harus membuat berita
acara dan daftar arsip alih mediasebagai berikut:

Contoh Berita Acara;
BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP

Nomor :...cccovevnnren.
Padahari ini.....cccoeeienee tangpaliipcea g bulan AU s
yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN

Telah melaksanakan alih media arsip Bagian Hukum dan

| Perundang-undangan Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam daftar

arsip alih media. Dari hasil alih media tersebut juga telah dilakukan
autentikasi berupa pemberian watermark pada arsip hasil alih media

sebagai tanda bahwa telah gesuai dengan aslinya.

Dibuatdi......(tempat), ..... (tanggal)
KEPALA ...ccoinnnnne Jabatan*)

ttd

Namatanpagelar**)

NIP



contoh Daftar Arsip Alil Medin;

Orgnnisasi

it Pengola * Sekretarint Daerah
Unit Pengolah Bagian Hukym dan Perundang-undangan
1 [ e i oy e W' 1 I PR 11 A LA T ] T T | TR e
[0 JENISARSIP SEMULA T MENJADI | JUMLAR | O Rpe 7T WAKTU | KETERANGAR
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] Kertna Elek
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Tentang FORMULA 2017 Perencanaan
Tahun DR-C225W sampaidengan
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ARSIE Y
" [dentifikasi Arsip Vigg)
rahap [dentifikasi melipuj kea;iatan :
:I:m ;:n”ﬂj:«;‘:;l:;;tzjd::l pf'm’ipta arsip men
2 ﬁﬁi m dimf;fp;f::}':?hgbﬂng disampaikan Lepad,
PEeNEBUNAAN arsip vita] pa s Pencipta 3

¢, metode kuisioner berupg play,

.

1. Analisis organisas;

Organisasi : :
memperhatikan hal-hal sehg 'bmilcua?m pencipta  arsip,

) organisasi/instansi, unk
memperoleh manfaat gtay, profit, se

SR 1t, sehingga kelangs hidup
organisasi/instansj dapat terjamin: Ungen
. b. m mi f i

ungsi pokok Organisasi/instansi, serta fungsi
pendukung Yang  berkaitan dengan  tugag pokolk
organisasi/instans;;

¢. memahami aktivitag kegiatan Organisasi/instansj dengan
, mempelajari  pelaksanaan tugas  kewajiban  dan hak
' rganisasi/instansi; dan
d. memahami  bukti transaksi  organisasi/instansi  dari

terselenggaranya aktivitas kegiatan organisasi/instansi,

 Analisis hukum adalah analisis yang mempelajari arsp vital yang
tercipta mengandung hak individu]organisasi

{s anI-- i -.1 | 1 : . K :
* m:w adalah analisis yang mempelajari perhitungan

itu menafsir berapa lnemgian yang akan
mlgaf:igg:lntalpada pencipta arsip hilang atau rusak,

s

mbangk _ N
waitu yeng diperiukan agar informasi da
waktu yang tidak produktif dan biayar




A

Tahap Identifikasj
a.

b.

C.

BAB Iv
ARSIP VITAL

Identifikasi Arsip Vital

meliput kegiatan
melakukan survei arg;

wawancara dan kuisjg P vital di pencipta arsip menggunakan metode

ner pada unit pengolah pencipta arsip.

berupa pertanyaan yang disampaikan kepada
yang berhubungan langsung dengan
L arsip.

metode kuisioner berupa blangko surve; arsip vital.

Tahap Analisis meliputi kegiatan

1.

2.

Analisis organisasij

Analisis organisasi adalah analisis yang mempelajari secara teliti

fungsi dan tugas pokok organisasi pencipta arsip, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berilut :

4. memahami misi (tujuan dasar) organisasi/instansi, untuk
mcm;!emleh manfaat atau profit, sehingga kelangsungan hidup
organisasi/instansi dapat terjamin;

b. memahami fungsi pokok organisasi/instansi, serta fungsi
pendukung yang berkaitan dengan tugas pokok
organisasi/instansi;

¢. memahami aktivitas kegiatan organisasi/instansi dengan
mempelajari  pelaksanaan tugas kewajiban dan  hak
organisasi/instansi; dan

d. memahami bukti transaksi organisasi/instansi dari
terselenggaranya aktivitas kegiatan organisasi/instansi.

Analisis hukum _ _
Analisis hukum adalah analisis yang mempelajari arsp vital yang
tercipta mengandung hak individu/organisasi.

Analisis resiko/kerugian - o |
Analisis resiko adalah anahs:s. yang mempelajfm perhitungan
kerugian yaitu dengan menafsir berapa kerugian yang akan
ditanggung jika arsip vital pada pencipta arsip hilang atau rusak,
dengan mempertimbangkan :

berapa lama waktu yang diperlukan agar informasi dapat

a. direkonstruksi atau diganti dengan biaya yang digunakan;

b. berapa banyak waktu yang tidak produktif dan biayanya menjadi
berapa banyak yang digunakan; -

c. berapa banyak kontrak-kontrak yang hilang dan berapa banyak

kerugian keuangan yang digunakan; dan |
ak rekening yang dapat diterima (piutang) yang tidak

d. Eg‘:!;aa;:a }Janf pulkan, dan berapa jumlah keseluruhannya.



CONTOH DAFTAR SURVEY IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

INSTANSI
BIDANG/SEKSI/BAGIAN

PETUGAS

MEDIA PENYIMPANAN
KURUN YANG DOKUMEN
KODE JUDUL/SERIES RETENSI RKAIT
No. | o astFIKASI arse | TUMAR Y genis | ukuran | o TINGKAT | onpist | SISTEM | LokasI | SARANA | WAKTU BEEANGEUNG | I8
1 2 3 4 5 6 7 [:] ) 10 11 12 13 14 15
Petunjuk Pengisian :
1. No. : No. Urut arsip 11. Sarana : Sarana Penyimpanan
2. Kode Identifikasi : Kode Sub Bidang/Sub Bagian pada 12. Kurun Wakiu : Kurun Waktu Arsip
struktur organisasi
3. Judul/Series Arsip : mnmum.m dengan judul arsipnya 13. Retensi : Jangka Simpan Arsip
4. Jumlah : Sesuai dengan jumlah arsipnya 14. Petugas Yang Bertanggung : Petugas Yang Bertanggung
. . . Jawab Jawab
5. Jenis : Jenis arsip (tekstual, foto, kartografi) 15. Dokumen Terkait : Dokumen Terkait
w. Ukuran : Ukuran arsip (folio, A.4, dsb)
- Tingkat Perkembangan : Asli, Fotocopy, Tembusan

8. Kondisi : Baik, dan russk b
9. Sistem Penataan ttd
10. Lokasi

: Lokasi simpan




ataan arsi i

ﬁ:gg m;ll_iipu}i }!gc%la?un?dmah Penataan
endeskripsian a

;formﬂtif ke dmmﬁﬂhkaprgmangm} informasi arsip vital dengan jelas dan
informasi : deskripsi yang sckurang-kurangnya memuat
a. Unit kerja;
b. Bentuk redaksi/jenig arsip:
c. Isi informasi arsip; :
d. Kurun waktu:
e.
f.

fisik arsip vital hasil identifikasi

Jumlah; dan
Tingkat keaslian/tingkat perkembangan

CONTOH KARTU DESKRIPSI
PENCIPTA ARSIP
NO. SEMENTARA NO. DEFINITIF
KODEB INDEKS
ISI:
KETERANGAN TAHUN
Petunjuk Pengisian :
1. Pencipta Arsip : SKPD/Unit Kerja yang menciptakan arsip
2. No. Sementara : Nomor sementara sebelum dilakukan
pengelompokan
3. No. Definitif : Nomor definitive setelah dikelompokkan
4. Kode : Kode klasifikasi
5. Indeks : Kata tangkap (series arsip)
6. Isi : Informasi yang terkandung dalam  arsip
seinformatif mungkin
- 7. Tahun : Tahun arsip diciptakan

- Pengelompokan adalah mengelompokkan jenis arsip vital berdasarkan :

8. Klasifikasi arsip;
b.  Jenis/kriteria arsip.



CONTOH FORMAT DAFTAR ARSIP VITAL

Format/Media Metode Retensi Lokasi

No.| Seksi Kode Jenis/Series |  Tingkat _[Jumlah) MO perlindungan Simpan
. Klasifikasi Arsip Perkembangan 3 9 10 11
4 5 6 7
1 2 3
_
Petunjuk Pengisian :
1. ._”__MW ¢ . diisi dengan nomor urut arsip vital
2. Seksi . diisi sesuai Unit Pengolah
3. Kode Klasifikasi : diisi dengan klasifikasi yang digunakan
4. Jenis/Series Arsip . diisi dengan jenis Arsip (tekstual, foto, kartografi) ]
5. Tingkat Perkembangan . diisi dengan tingkat perkembangan arsip vital, Asli, salinan, tembusan
6. Jumlzh : diisi dengan jumlah arsip yang diciptakan misalnya 1 berkas
7. Kurun Waktu : diisi dengan tahun arsip vital tercipta
8. Format/Media : diisi sesuai dengan media arsip
9. Metode Perlindungan : diisi dengan resiko ancaman arsip
10. Retensi : diisi dengan jangka simpan arsip
11. Lokasi simpan

: diisi dengan lokasi arsip disimpan




Penyusunan Daftgr Arsip Induk Arsip Vital

pembuatan Daftar Induk Arsip Vital dilaksanakan dj i i
. di Unit Kear
9. pembuatan dgﬁﬂ—f;ﬁr .Indu]:: A_ra:p Vital di Unit Kearsipan mglizl}uol;llze'm
rm}glculil:-‘ldl':l " fglﬁ‘l: tlll.t‘lsu:l vital di Unit Pengolah OPD. .
aftar 8 1 lan;i ikcies
3. gﬂcmh. Selanjutnya dikirimkan ke Lembaga Kearsipan
pembuatan Daftar Induk Arsip Vital di Le i
merupakan rangkuman dari daftar arsip vit:ﬂ *{Z:!Il’nl:lt.)ﬂgEL FATERS Dheoal

CONTOH DAFTAR INDUK ARSIP VITAL

INSTJ\NSI
BIDANG/SUB BIDANG /BAGIAN
NO. INDUK : e
UNIT KERJA s
JUDUL ARSIP
"BENTUK/FORMAT
ARSIP
JUMLAH
'RETENSI
"TAHUN
'LOKASI SIMPAN
'ALASAN
PERLINDUNGAN
METODE :
PEMINDAHAN : | TANGGAL FREKUENSI | LOKASI SIMPAN
DUPLIKAT : DIBUAT BENTUK LOKASI SIMPAN
TANGGAL DUPLIKAT
scan /digital
PENYIMPAN ASLI DUPLIKAT
INSTRUKSI
KHUSUS
Petunjuk Pengisian :
1. No. Induk : diisi dengan nama organisasi dengan nomor
berdasarkan struktur organisasinya
2. Unit Kerja : diisi dengan nama Unit Kerja
8. Judul Arsip : diisi dengan sesuai dengan arsipnya
4. Bentuk/Format Arsip : diisi tekstual, foto, kartografi
S.  Jumlah : diisi dengan jumlah arsipnya
6. Retensi : diisi dengan masa simpan
7. Tahun . diisi dengan tahun arsip tercipta
8. Lokasi Simpan : diisi sesuai tempat penyimpanan arsip
9. Alasan Perlindungan : diisi dengan tingkat informasi yang
- terkandung 3 _
- Metode : diisi dengan metode penyimpanan
1. Pemindahan diisi dengan waktu dan kondisi pemindahan
arsi
12. Duplikat : di.isip dengan pembuatan duplikat arsip
13, Penyimpanan . diisi dengan kondisi arsip saat disimpan

4. Instruksi Khusus



A

¢

8,

5. Pepes ingkungan 1
Penyimpanan di luar lin .
Memperhatikan : arsip vital rela

. Penyimpanan arsip vital dilaksanakan dengan
lokasi yang terdiri :

b, Penyimpanan di luar lingkungan ins

% Penyimpanan di dalam lingkungan Instepiet (. 5

menjadi : p
& Instansi besar dengan volume arsiP

st '
| i mlﬁnﬂ dgﬂﬁ;ﬁ?‘l: ;1:}1:1 lokasj yang tidak rawnn Kempa
nge . '
2 N apl serta dilengknpl dengan peralat
nn

d. oJarm dan alat pemadam kebakaran dan lain-lai
«iain,

. me : .
8- nemberi kode rahasia pada arsip vital: dan

membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses

e

nyimpanan arsip vital dilaksanakan dengan prinsip dasar aman, terjaga

., penyieeP d
' erpelihara, mu ah akses dan efisien.

pyimpanan arsip vital memuat ketentuan minimal penyimpanan arsip

Peny? R
2. ﬂ'tﬂl Bcbﬂ_gﬂll berikut :
g, kondisi lingkungan, dengan memperhatikan tempat penyimpanan arsip

vital yang jauh dari lokasi yang berbah i i
bahan kimia, dapur, unit AC, kfmar m&nﬁ?dﬁzﬁgﬁ?ﬂ?ﬁﬂjﬂmmm
jalan masuknya terkontrol dan terhindar dari unsur-unsur yang
e

melaksan control li an secara te i
retensinya/jangka waktu simpan ag.rsip; Dot sestial ‘dengan
menjaga kondisi fisik arsip tetap baik, suhu agar dijaga tidak melebihi
270 C, dan mempunyai kelembaban tidak lebih dari 60%;

kondisi arsip agar tidak terkena sinar pencahayaan langsung;
lingkungan agar bersih dan tidak terkontaminasi dengan industri dan
gas, serta sirkulasi udara yang bebas dan segar;

ruang penyimpanan arsip media magnetik, (arsip audio visual dan

arsip elektronik) harus terlindung dari medan magnet;
adanya program pencegahan bahaya untuk menjaminarsip tidak hilang

dan ditangani secara baik;
dan unsur lainnya termasuk pemasangan
sprinkler system, yang terpasang di

/lantai ruang penyimpanan arsip.

masing-masing ruangan
menentukan pemilihan
instansi (on site storage);

. lin n
di dalam lingkungan tansi (off site storage).

Penyimpanan
ite storage) terbag

vital cukup banyak, maka perid
; ip vital; ,

membuat tempat penyimpanan kh."lsus;lﬁ:p Eaka penyimpanan arsip
Jistane] keol. CRUPR jlinﬂah' a;:;lin bs:rlapié baja tahan api dan bebas
vitalnya disimpan pada lemar

asam,
mmgc} ) dcng&n

stansi (off site 8
i lebih murah deripadd

% lokasi gedung penyimpana?

lokasi kantor instansinya;



¢c. lokasi penyimpanan

yelamatan dan pemulih ) N
musibﬂh dilakukan dengan lan glah 1&11[}' &:I'BI]J vital pasca bencang atau

_ penyclamatan/evakuasi

. lokasi gedung penyim ‘
b yang memiliki kan duﬂ'““““ af“"? vital tidak berada pada lingkungan
banjir dan/atau lokagj bekaapl?mutamn tcll:;ﬁgl a;:{rta o Haseah r:wan
perkebunan;

ars i
keramaian/pemukiman 'p vital agar tidak berdeka

p. PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN

gkinan kerusakan

1 il yang lebih parah di
lm;kafl: penyclamatan arsip vital pasca m P iperlukan

a. mengevakuasi arsip vital

usibah atau bencana sebagai

tempat yang lebih aman yang terkena bencana dan memindahkan ke

. mengidentifikasi jenis arsi : ;
sinploat: Kezii . e P yang mengalami kerusakan, Jjumlah dan

gan mengacu pada daftar arsip vital.

. memulihkan kondisi (recovery) baik untuk fisik arsip vitalnya maupun

tempat penyimpanannya yang dapat dilakukan am
t  penyi _ dal tuk
rehabilitasi fisik arsip atau reknnsmlkgi bangunan. oen

7. Pemulihan (recovery)
a. Stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi

Setelah terjadinya bencana segera mungkin dilakukan perbaikan
terhadap kerusakan struktur bangunan atau kebocoran. Pengaturan
stabilitas suhu udara dan kelembaban dapat dikurangi dengan
pengaturan sirkulasi suhu udara atau menggunakan kipas angin.
Apabila seluruh bangunan mengalami kerusakan, maka arsip yang
sudah dievakuasi dan dipindahkan ketempat aman harus dijaga untuk
mencegah kerusakan yang semakin parah, karena dalam waktu 48
(empat puluh delapan) jam arsip tersebut akan ditumbuhi jamur, yang
kemudian akan segera membusuk dan hancur.sedangkan dalam
musibah kebakaran, kerusakan terhadap arsip dari jelaga, asap, racun,
api, suhu udara yang sangat tinggi dan lain-lain, harus dinetralisir
sesegera mungkin dengan cara dijauhkan dari pusat bencana.

. Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan yang

i rasional penyelamatan penilaian dan pemeriksaan
ghk::lfg t?xi;llgf I?eﬂ%sakaﬂ dﬁakukan untuk menentukan jumlah fnﬁ
jenis kerusakan, media atau peralatan apa yans tf:‘rpengarull.:e ganmhan
rusak pcralata.r;. dan lain-lain termasuk mcmperhl_tungkan tal.:l
teuaga; ahli dan peralatan untuk melakukan operasi penyelamatan.

! 3 Pelaksanaanpenyelamatan -

1
{

a. Pelaksanaan penyelamatan d

alam bencana besar ikia
Penvelamatan arsip vital yang disebabkan oleh b;z:znna ?&ﬁsii]dan
dibentul tim penyelamatan yang bcmgguniaw;elakug-ﬂ penilaian
memindahkan arsip ke tempat yang #m nyelamatan
tingkat kerusakan, mengaty proges kI::iaan dan mekanisme
tatacaranya, penggantian shift, r;":at?:l pe ’

komunikasi dengan pihak-pihak terier



2

I,
a

AKS

Ake mentu kebijakan yan

dan Layanan Internal

€ mempunyaj kewenangan untuk mengakses

celuruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan

sebagaj berikut : -
pimpinan  tertinggi  OPD/Unit Kerjq
mengakses s;eluruh arsip vital,
pimpinan tAgkal tnggi satu tingkat dibawah pimpinan tertingg;
opD/Unit Kerja mempunyai kewenangan mengakses arsip vital
dibawah kewenangannya atau sesuai tugas pokok dan f P
amun tidak diberikan hak iy e B
namu Rt akses untuk informasi yang terdapat pada
pimpinan tertinggt OPD/Unit Kerja dan yang satu tingkat dengan
kewenangannya di luar tugas pokok dan fungsinya, kecuali telah
mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tertinggi; dan
Ffimp_man tingkat .menengah satu tingkat dibawah pimpinan tingkat
tinggl mempunyai kewenangan mengakses arsip vital di bawah
kf:wer_langannya atau sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak
dlbﬁﬂ.kﬂﬂ hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan
tertinggi OPD/Unit Kerja, pimpinan tinggi dan yang satu tingkat
dengan kewenangannya diluar tugas pokok dan fungsinya, kecuali
telah mendapatkan izin dari pimpinan tertinggi OPD/Unit Kerja dan
pimpinan tingkat tinggi.
Pelaksanaan kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai
yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang
berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi
tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi
terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan
level tinggi, pimpinan level menengah, dan atau satu tingkat di atas
unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota

Bandar Lampung.

mempunyai  kewenangan

2. Akses dan layanan eksternal '
a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip

b.

dengan kategori biasa/terbuka; _
pcngawas el%stcmal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip

i i laksanakan fungsi pengawasan
pada pencipta arsip dalam rangka me .
aeauaipedengan ketentuan peraturan pcrundang——undangan, aep;m
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan

an Pembangunan; dan ;
Badan Pengawasan Kcuarl:l%mpun},ai hak untuk mengakses arsip pada

pparat penegak hukum m hukum yang
: - t dengan perkara atau proses I y
pencipta arsip yang tga]kal ) g gka melaksanakan fungsi penegakan

sedang ditanganinya dé
huklll‘%l, seperti ketika pihak penegak hukum.



BAB v
PEMUSNAHAN ARsIp

ur pemusnahan arsip oleh Penci . .
pﬂsﬁd Cipta Arsip melaluj tahapan sebg gai

1 t: ..
b'“;,}:;bcntukan Panitia Penilaj Arsip;

b Fenyeleksia Arsip;
b. chhuatﬂ.n D.&ﬂ'.ﬂ.l‘ Arsip Usul Musnah;
;' penilaian Arsip;
o7 rmintaan qusetujum Pemusnahan;
I.' penetapanArsip yang Akan Dimusnahkan;
¢ pelaksanaan Pemusnahan Arsip,

A pembentukan Panitia Penilai Arsip

1. Pembentukan panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan
Pencipta Arsip.
2. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip
yang akan dimusnahkan.
3. Panitia penilai arsip berjumlah ganjil.
4. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur :
a. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan
sebagai anggota; dan
c. arsiparis sebagai anggota.
5. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi di
bawah10 (sepuluh) tahunterdiridari: _
a. Pimpinan unit kearsipan pada tiap perangkat daerah sebagai
ketua merangkap anggota; ] )
b. Pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan
sebagai anggota; dan
c. Arsiparis sebagai anggota.
6. Panitia p;fnnai arsip pemerintah dacreh yang memiliki retensi
sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) mhuntertl_m dari: gka
a. Pimpinan lembaga kearsipan sebagai ketua merangxap
anggota, . ‘ +hkan
b. Pmﬁiman perangkat daerah yang arsipnya akan dimusn
sebagai anggota; dan ” .
c. Arsiparisse bagai anggota. R " ta dapat
7. Dalam lfal pencipta arsip belum memﬂﬂﬂ-mm:g?naﬁgoggtmg 4
digantikan oleh pegawai yang mempunyai tuga
jawab di bidang pengelolaan arsip

B. Penyeleksian Arsip B
- 1ai ip melalul
1. Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia pe Iaujl{zfa:lﬂaf pada kolom
dengan cara melihat pada kolom retensi it
keterangan dinyatakan Fmsnal;h habis atau terlampaui dan Pad?
- Eoﬂlt;mml e ic?akygfmkan}rantc maka arsip tersebut dapa
keteran mnyats .



. pembuatanDaftarArsipUsulMusnah

_ Hasil penyeleksian arsip dity '
: musnah. P dituangkan dalam daftar arsip usul

g, Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi :

jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dankctf,:ra';ogr;;r'
Contoh:
DAFTARARSIPUSULMUSNAH

No; JENIS ARSIP| TAHUN | JUMLAH pzn;ggﬁaxﬂnm KETERANGAN
Keterangan:
Nomor : berisi nomor urut
Jenis/Series Arsip : berisijenis/series arsip
Tahun : berisitahun pembuatan arsip
Jumlah : berisijumlaharsip

Tingkat Perkembangan: berisi tingkatan keaslian arsip (asli,
copy, atau salinan)

Keterangan : berisi informasi tentang kondisi arsip
(misalnya rusak/tidak lengkap/
berbahasa asing/daerah.

D. PenilaianArsip

1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul
musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap
fisik arsip. .

2. Hasi jlaian sebagaimana dimaksud dalam hqruf B nomor
matflinjs:a;n dala_: pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

Contoh:

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahanarsip

| PSR
di.......(Nama Instansi/BUMD).......: bcrda?arkan Sure:l
(Pejabat Pengirim Suraf)s....-- r;;)lmor:...............ptan_gg‘al adlaanxq
tt];."llggﬂl " teslﬁg ............. . terhadap daftar arsip yang

dinsulkan musnah dengan menghasilkan Efg;mb::gan:. )
& Menyetujui usulan pemusnahan bagaiman

terlampir; atau



Menyetujui usulan pemusnahan arsi
: " KRR raip,
berkns yang dipertimbangkan it ticli;;k namun ada beberapa

dimusnahkan den
alasan tertentu................... sebagaimana terlampir, gan

pemikian  hasil  pertimbangan panitia . '

p penilai  arsip, d
harapan pe:_rm.nhnnnn persetujuan usul pemuanahan ::-ai s
ditindaklanjuti dengan cepat

ditetapkan.

) p dapat
melalui  prosedur yang telah

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

1. Ketun J 1§ ARERE Y, T DRy )
2. Anggota r ANIP.Jabatan.. e joii)
3. Anggota 2 (INEP s isvon ) AR o cicavs gans]
4, Anggota : (NIP...,...jabatan......... yost)
5. Anggota : (NIP...,...jabatan |

. PermohonanPersetujuan/Pertimbangan

i, Persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip terdiri dari :
a. Pemusnahan arsip di  lingkungan pemerintahan kota yang
memiliki retensi sckurang-kurangnyalO (sepuluh) tahun harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;
b. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang
memilild retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI;
c. Pemusnahan arsip di  lingkungan pemerintahan kota yang
memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat
persetujuan tertulis dari walikota;
d. Pemusnshan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang
memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat
pertimbangan tertulis dari pimpinan BUMN atau BUMD.
2. Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan
persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya.
Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e "
a Menyampaikan surat permohonan  persetujuan pertimbangan
pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepela ANRI/gubernur/bupati/
walikota/ i wilayah kewenanganmya. Lihat juga huruf C nomer 2

b. Menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak
dan salinan elektronik; dan . s

¢ Menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilal arsip.

F. Penetapan Arsip Yang Akan Dimusnahkan

impinan i i dap arsip
Pi ta Arsip mengeluarkan penctapan terhadap i
Yﬁni':g akﬂnpcilci?:::gnnhkmf dengan mengacu Eada persetujuan tgrtulm
dari Kepala ﬁNRI,o‘gubcmur,bepaﬁ}wahkata sesuai wilayah
kewenangannya (Lihat juga huruf C nomor 2 ) dan pertimbangan
tertulis dari panitia penilai arsip.

G. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip mcmperh_atikan ketentuan : '
a. Dilakukan secara total sechingga fisik dan informasi arsip

musnah dan tidak dapat dikenalli;



BARB VI
PENYERAHAN ARBIP BTATIR

prosedur penyerahan arsip statis dilakssnakan sebopnl berilat:
penycleksiandan pembuatan Daftar Argip Usul Berah;
Penilaian;

Pemberitahuan penyernhan arsip statis;

Verifikasi dan peraetujuan,

Penctapan arsip yang alwn disernhlian; doan

Pelaksanaaan serah terima arsip ntatis,

me a0 TD

A.  Penyeleksian Dan PembuatanDaftar Arsip Usul 8erah

1. Penyclcksian arsip statis dilakuken melalui JRA dengan cora
melihat pada kolom  retensi inaktif dan pads kolom keterangan
yang dinyatakanpermanen,

2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan
pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka arsip
terscbut telah memasuki masa arsip usul eerah.

8. Hasil penyelcksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul
serah.

4. Daftar arsip usul scrah sekurang-kurangnya berisi: nomor,
kodeklasifikasi, uraian informas iarsip, kurun waktu, jumlah
arsip dan keterangan,

Contoh
DATFTAR ARSIP STATISYANG DISERAHKAN
Nath PENCIDERE  cuiiiisisiiamisanismivssseiivisasmss ressas irssias
Alamat f........ocoee veviiiane,
BINOF| A R A W URATAN 2o s [e e g o A e v s R B s
KODE INFORMASI KURUNWAKTU JUMLAH KETERANOAN
KLASIFIKASI ARBIP ARSIP
1 2 3 4 5 6
veseasnnaanss(tempat), tanggal tahun..........o..
Yang mengajukan Menyetujui ,
PimpinanArsip Kepala Lembaga Kearsipan
Ttd T
meummwul ['"”"“'“""”'"""““'“]’
= Nema.Jelas Nama.Jelas
PetunjukPengisian :

&. Nama Pencipta: diisi nama inﬂta.nfsjf Penciptaﬂrsip;
Alamat: diisi alamat instansi/PenciptaArsip;
1. : urut; _ _ _ .
2. Eg{tll;or Klagifi!lf;sl; . Kode Kklasifikasi arsip (apabila memiliki
klasifikasi arsip);



E.

3. Kepala

3. Uraian Informasi Arsip : ian i i
e sip : Uraian informasi yang terkandung dalam
. Kurun Waktu : Kurun waktu terciptan ip;
t ya arsip;
Jumlah Arsi: Jumlah arsip (lembaran, berkas);
Keterangan : informasi khusus yang penting untuk diketahui
seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada,
tingkat keaslian dan sebagainya. '

oo

Penilaian Arsip

1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul
serah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap
fisik arsip.

2. H_asil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf B nomor 1
dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai
arsip.

PemberitahuanPenyerahanArsipStatis

1. Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan
pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan

Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya,

utuh, dan dapat digunakan.

2. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

A. menyampaikan surat permohonan penyerahan arsip statis
dari pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga
kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.

B. menyampaikan daftar arsip usul serah; dan

C. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip

Verifikasi Dan Persetujuan

1. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya
melakukan verifikasi daftar arsip usul gcra.h berdasarkan
permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip.

2. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dapat

' memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul
serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta

Arsip. o
2 Lembaga Kearsipan sesual wilayah kewenangannya

memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari Pencipta

Arsip
Penetapan Arsip Yang Diserahkan
. ; terhadap arsip
. o oinan cipta arsip mengeluarkan penetapan 1ap,
}lll:llg ak&npzrils;faiﬂan kepada Lembaga Kearsipan SCSUZ. wilayah



¢ Pelaksanaan Serah Terima Arsip

_ Peclaksanaaan scrah terima Arsip 8tatis oleh pimpinan i
l arsip kepada kepala lembaga kearsipan dcng;m pdimﬂaﬁc Iﬂ:tg
acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang akan
diserahkan.
2. Susunan format berita acara meliputi:

a. kepala, memuat logo, judul, dan hari/tanggal/tahun, tempat
pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak
yang membuat berita acara;

b. batang tubuh, ada klausul perjanjian antara kedua pihak
khususnya mengenai hak akses argip statis;

c. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang
dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang
melakukan penandatanganan naskah berita memuat kegiatan
yang dilaksanakan, termasuk bilamana

LOGO NAMAPENCIPTAARSIPYANGMENYERAHKANARSIPSTATIS

DAERAH ALAMAT PENCIPTA ARSIP
TELEPON,FAKSIMILI, WEBSITE

BERITA ACARA
SERAHTERIMA ARSIP
DARI (NAMA PENCIPTA ARSIF) KEPADA LEMBAGA
NOMOR: KODE KLASIFIKASI/TAHUN

PENYERAHAN
Pada hari imd,......c.ccoeessssness , tanggal......,bulan........... ,tahun.......bertempat di....(nama
tempat dan alamat), kami yang bertandatangan ibawah ini:
1. Nama:NIP/NIK :

Jabatan®) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama( PENCIPTA
ARSIP yang Menyerahkan).

2, Nama
NIP/NIK
Jabatan*)
j i tas nama Arsip Nasional
Isizr;hfguhgl f:difab;,ﬁ:emh melaksanakan serah terima arsip.....| (nama PENC[PNI; ARSIP
menyerahkan memiliki nilai guna nasional seperti yang tercan dalam
Jé%: arm};: ter]am;l:: El1.1-‘;-?:.tgt:u]*: digimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.
i cukup dan PARA PIHAK
Berita acara ini di ¢ dalam rangkap 2 (dua) bermeteral
s yai kekuatan hukum sama.

menerima Satu rangkap yang mempur
...(tanggal)
F[HAKBﬁ?UA Jabatan*) Dibuatdi...... (;cEnégaﬂ J(aha 5@3}
tanpa ttd
Nama NIP il Nama tanpa gelar™)
NIP

__'J Pimpinan instansi/ Pencipta Arsip dapat diwakilkan.
;]Hkah Beﬁta A‘:t:;-]ad djkgﬁk menggunakan jenis huruf Tims New Romarn, ukuranl2
an

*) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan




A,

3,

B.

AR VII
AKUIIOT ARBIP

PrinnipAlaalninl

Alculalal nralp ntatin dilalailan dengnn enrn ponariian nralp wtntls oleh
lembagn kearnlpnn darl peneipta nenlp, mnupun sernh {erlmn nralp
atatin darl poncipta nealp kepnda lombagn kenralpnn,

Aralp  ntatln  yang  akan  dinlulnlnl lkelombogn  koaralpan  (s)ap
ditetaplinn nebagnl nealp statle melnlul proses penlininn berdasarkan
pedoman penllninn Xrlterin dan Jonln aralp yang memilikl nilni guna
nckunder, dnn telnh dinyantnlann nelennl mann slmpnn dinnminnya;
Araip statin yang dinlcal nlal dalom kendnan terntur dan terdaftar
dengnn bnike nemunl dengan bentuk dan medin nertn mengacu padn
prinalp anal unul dan nturan asli;

Serah terima aralp atatin darl haasll keglatan akulslsl arslp statin wajib
didolcumentanilkan melalul pembuatan nackoh scrah terima arsip,
berupn beritn nearn nernh terima nralp statls, daftar arsip statia yang
diserahlknn berikut riwnyat aralp, danarsipnyn;

Alcuinini arsip statin oleh lernbagn kearslpan dillcuti dengan peralihan
tanggung jawab pengelolaannya,

PelaksannanAlulsisl

Pelnksannan akuisisi arsip statis merupakan rangkaian program kegiatan
yang dimulai dari tahap monitoring, penilaian dan verifikasi, dan serah
terima arsip statis.

1. Monitoring dalam kegiatan akuisisi dilakukan dengan cara
penelusuran arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungan
pencipta arsip (creatingagency) dan pemilikarsip (owner),

2. Penilaian arsip statis merupakan proscs penentuan status arsip yang
layak untuk diakuisisi,

3. Verifikasi dilakukan terhadap arsip statis yang tercantum di dalam
JRA yang berketerangan dipermancnkan serta terhadap arsip yang
belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan
dengan didukung oleh bukti berdasarkan ketentuan peraturan

rundang-undangan.

4. g:rah terima arsip statis merupakan proses akhir dari kegiatan
akuisisi arsip statis terkait dengan peralihan tanggung jawab
pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

C. Verifikasi Secara Langsung

Dilakukan apabila pencipta arsip telah mempunyai JRA. Langkah-

] bagai berikut: : 2

fn?nk:;:l}.}i:; kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai

informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan

an ketentuan: _
Bmktu;il:eﬂgall verifikasi menunjukkan arsip statis tidalk lcngkﬂgz
N npnljlm kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untu
ﬂclcngkﬁl:)l arsip statis dan/atau mecmbuat pernyataan tentang
kondisi arsip statis;



b. apabila arsip statis yang diakuisisi tidak dite
pimpinan pencipta arsip harus melakukan
kearsipan;

mukan aslinya, maks
autentikasi kelembaga

Daftar Pencarian Arsip (DPA) d i
lembaga kearsipan.

2. Mclakukan penilaian arsip sesuai de
fisik arsipnya telah lengkap

a. melakukan pemeriksaan fisjk arsip berdasarkan daftar arsip;

b. memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen

dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan;
membuat daftar arsip statis;

c.
d. melakukan akuisisi arsip statis
D. Verifikasi Secara Tidak Langsung

ngan JRA apabila pemeriksaan

Dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/organisasi belum
mempunyai JRA. Langkah sebagai berikut :

memeriksa arsip sesuai daftar arsip;

menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;
menetapkan status arsip menjadi musnah, simpan sebagai arsip
inaktif, simpan permanen untuk diserahkan ke lembaga kearsipan;
membuat daftar arsip usul musnah dan daftar arsip inaktif:
menyampaikan daftar usul musnah ke lembaga kearsipan;

menyusun daftar arsip statis;

melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang
diserahkan

-l ol o

oV b

E. Serah Terima Arsip Statis

Proses serah terima arsip statis merupakap sasaran akhir dan kegiatan
akuisisi arsip statis yang melibatkan pencipta arsip selaku p:hak yang
menyerahkan dan lembaga kearsipan selaku pihak yang menerima arsip
statis. Adanya proses serah terima arsip statis berarti ada pelimpahan
tanggung jawab/wewenang untuk menyelamatkan d;_m melestarikan
arsipstatis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Langkah serah terima arsip F;t;ﬁ::rsip‘
i enyusu ' g .
o - T

gku bel: .
c Eie;:;}r::ns]un Sﬁiﬁ?;g&ﬁs dan mencocokkan antara DAS dan fisik

arsip yang diserahkan; arsip dengan kertas kising atau sampul
d. memilah dan memb:;%l::_i’;‘mn lgbelr dengan keterangan nama/kode

pcmbmt?nﬁz ;:nzwi;nta arsip, nomor arsip, dan nomor boks;

seperti n

L berdasarkan nomor arsip; )
il‘f- menata arsip ﬁ:f‘lﬂm Ptsﬂf bgks, dengan keterangan nama pencipta
. memberikan la

. arsip, dan nomor
& sip, nomaor ’
. ciptaan ar
arsip, tahun pen



Lubang Angin

Keteran

Keterangan Gambar :

Arsip disampul dengan map/folder/sampul kising kemudian diikat oleh

pita dan diberi nomor arsip

F  Melakukan koordinasi antara lembaga kearsipan dengan pencipta
arsip selaku pihak donor yang akan menyerahkan arsip statisnya,
dengan materi :

LI

2.
3.

Pelaku yang akan menandatangani naskah berita acara serah

terima arsip statis; )

Penyiapan naskah berita acara serah terima arsip statis;

Tempat melakukan penandatanganan naskah berita acara serah
erima arsip statis; .

:Uaktu pada saat penandatanganan naskah berita acara serah

- na arsip statis;

m yang akan diundang dalam penandatanganan naskah berita

acara serah terima arsipstatis; , : :

Proses pengiriman/ pengangkutan arsip statis dari pencipta arsip

ke lembaga kearsipan:



BAB VIII
DAFTAR PENCARIAN ARSIP

prinsip Pembuatan Daftar Pencarian Arsip

1,
2.

3.

DPA dibuat Arsip Daerah
Pembuatan dan pengumuman DPA me s
otoritas lembaga kearsipan; merapakan penetapan kebijakan
DPA dibuat berdasarkan asas kepen
partisipatif, keterbukaan, dan legalitas;
Arsip{ yang mlasuk dalam kategori DPA merupakan arsip statis milik
pencipta arsip yang seharusnya sudah diserahkan, tetapi belum
diserahkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga
kearsipan;

PeI.nbuatan _dan  pengumuman DPA terhadap arsip yang
diciptakan/dibiayai oleh negara yang dilakukan oleh lembaga
kearsipan sesegera mungkin setelah upaya akuisisi dan penyerahan
arsip tidak berhasil. Sedangkan, pembuatan dan pengumuman DPA
terhadap arsip bernilai guna informasional dilakukan minimal 1
tahun sesudah fenomena/peristiwa/masalah penting yang menjadi
isu nasional/daerah; _

Pengumuman DPA dilakukan dengan berbagai upaya dan
menggunakan cara yang mudah sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi serta menggunakan bahasa yang
mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat;

Pengumuman DPA dinyatakan tidak berlaku secara otomatis setelah
arsip yang dicari ditemukan oleh lembaga kearsipan;

Arsip yang tercipta dari pelaksanaan pembuatan dan pengumuman
DPA wajib disimpan sebagai arsip vital oleh lembaga kearsipan dan
pencipta arsip;

Seluruh pcmbia}'aan yang timb:l.ll dalam pembu:atan dan
pengumuman DPA menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Tata cara penyusunan DPA oleh lembaga kearsipan dilaksanakan sebagai
berikut:
a. pembentukan tim pembuatan dan pengumuman DPA

tan
gﬁﬂar]mpkeamn I:E:nbentukan tim pembuatan dan pengumuman DPA yang

terdiri dari lembaga

analisis konteks penge le
Ana'liﬁs kﬁi{ns e pembuatan DPA karena akan memberikan
kearsipan

efelctivitas dan ¢ dicari sebagai memori kolektif bangsa yang belum

DPA dapat dilakukan dengan baik, maka perlu

kearsipan, pencipta arsip, lembaga negara dan
mua pihak yang memiliki latar belakang dan

pihak terkait OO idang telnis terkait, Peneliti, Sejarawan)
ompe

sertaarsiparis. arsip
Olalaan arsip harus dipahami oleh lembaga

ﬂ%m penyusunan daftar dan pengkategorian

isip statis g::a%ﬂ lembaga kearsipan.
serahkan
ang dicari;

1) verifikasi aIB;F;Ekm keberadaan arsip statis yang dicari pada
Untuk mcﬂ;ip perlu dilakukan verifikasi berdasarkan JR& da:rl
pencipt2 4 Verifikasi dilakukan dengan cara melihat jenis arsip
daftar arsip- permanen yang tercantum dalam JRA pencipta
berftﬂw;ﬁgaéljcgcoklmn dengan daftar arsip lembaga untuk
arstp



mengetahui keberadaan arsip yang gj

digunakan formulir 1. yang dﬂnﬂkSUd-Dﬂlam hal
: Form 1

Verifikasi Arsip yang dicari

[ Kode | RICRIS ALSIp DAl tar AT KA a S e e

berketerangan i Peradaar
sip di ; .
permanen Ada | Tidak ; aa penci tt?d?km

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang menyatakan

Koordinator

2) Analisis berdasarkan pada tugas dan fungsi pencipta arsip.

Analisis ini dimaks?dkan untuk mengetahui arsip statis apa yang
gehanu;hf_nya ada di pencipta arsip. Dalam hal ini digunakan
ormulir 2.

_ Formulir 2
Identifikasi Arsip Statis Berdasar Analisis Pencipta Arsip
Nama Pencipta. ATSID .i..ccssiassirsivssiassiaiodssiesssionssessmensmnmons 3
Alamat R e

& PIEhTS ARSI/ Uralan [ KeBe
Informasi

2 3

3)

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang menyatakan

Koordinator

Analisis pencipta arsip dilakukan terhadap pencipta arsip yang
belum memiliki JRA, yaitu dengan mempelajari fungsi dan tugas,
struktur organisasi, maupun kgberadaan pusat arsip (records
centre) atau di masing-masing unit pengolah

Analisis pada peristiwa, kasus, kejadian, fenomena alam penting
yang terjadi di wilayah kerja lembaga kearsipan.



Formulir 3
Identifikasi Arsip Statia Berdasar Peristiwg

S

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang menyatakan

Koordinator

Konfirmasi Lembaga Kearsipan kepada Pencipta Arsip

Jika arsip yang dicari belum diketemukan setelah proses verifikasi
dilakukan, lembaga kearsipan melakukan konfirmasi kepada
pencipta arsip sebelum arsip tersebut dimasukkan ke dalam DPA.
Konfirmasi dilakukan secara tertulis dan dibuat oleh lembaga
kearsipan ditujukan kepada pencipta arsip. Isi dari konfirmasi adalah
pemberitahuan bahwa arsip yang berasal dari pencipta arsip tidak
ada di lembaga kearsipan/belum ditemukan dan akan dimasukkan
dalam DPA. Jika setelah konfirmasi ini dilakukan dan pencipta arsip
memberi jawaban bahwa mereka tidak memiliki kesanggupan untuk
menemukan arsip, maka arsip tersebut akan dimasukkan dalam
daftar pencarian arsip (DPA).

d. Pembuatan DPA
DPA memuat arsip yang masih harus dicari dan belum tersimpan di
lembaga kearsipan., Dengan adanya DPA dapat diketahui jenis arsip
yang dicari sehingga dapat ditelusuri keberadaannya untuk
diserahkan kepada lembaga kearsipan.
Formulir 4
Daftar Pencarian Arsip
Nama pencipta Arsip : .eeeeeessiemmmsssmmnenssssstonammsieasnens
Alamat P PR RO e
'No' | Kode Klasifikag Uraian | Media#f| Kurimn ] Jumlahs| Keteranga:
Informasi | Arsip Waktu n
1 2 3 4 5 6 7
Pengumuman DPA

- - - :
Pengumuman DPA dibuat setelah pihak pencipta arsip meny_atakan
bahwa mereka tidak memiliki kesanggupan untuk menemukan arsip yang

dicari, Pihak yang mengumumkan

bers

adalah lembaga kearsipan dapat
ama-sama dengan pencipta arsip.



Bentuk Pengumuman DPA

Dalam rangke penyelamatan terhadap

PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP

arsip yang dicari kebera

daan
sesuai amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun zggg
tentang Kearsipan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
NBIIR D evesmesssesn e s s e sen e
NIE:  lmmssvsserussssesesmiiiaiseniisi i e
Jabatan

.........................................................

mengumumkan Daftar Pencarian Arsi

p sebagaimana terlampir,
Bagi pihak yang memiliki

atau menemukan arsip harus
memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip yang

masuk dalam DPA kepada lembaga kearsipan. Arsip yang akan

diterima oleh lembaga kearsipan memiliki persyaratan yaitu autentik,
terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.

Tempat, Tanggal
Pimpinan Lembaga Kearsipan

Ttd
Lampiran:
DAFTAR PENCARIAN ARSIP
NeInas perciphalaisip s s i,
Alamat B A N i S s R
NO| Kode Uraian Media Kurun | Jumlah | Keterangan

Klasifikasi | Informasi Arsip Waktu

W

2 3 4 5 6 £

Petunjuk pengisian form Daftar Pencarian Arsip (DPA):
(1) Diisi dengan nomor urut arsip yang dicari; _ -
(2) Diisi dengan kode klasifikasi (bagi pencipta arsip yang su
memiliki klasifikasi arsip);
(3) Diisi dengan uraian informasi arsip;
(4) Diisi dengan media arsip; o
(5) Diisi dengan waktu penciptaan arsip; .
6) Diisi dengan jumlah arsip (lembar/ be:rkas}, '
{Djﬁﬁi chgang kcierangan tambahan lainnya yang penting untuk
diketahui (seperti: keberadaan terakhir arsip).

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HE



SOP
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR )
PERPUSTAKAAAN DAN KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
'KOTA BANDAR LAMPUNG
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SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS MASUK

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
BANDAR LAMPUNG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar

Disahkan oleh Lampung

Nama SOP SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS MASUK

Desar Bulam

Kualifikasi Pelaksana

1 Ungang - uncang Nomer 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Inconesia Tahun 2002 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomcr S0T1),

Ferzturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang

Nomaor £3 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomaor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286):

Ferzturan Menten Dalam Negern Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Frosegur ¢ Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

£ Ferztwran Menter Dalam Negen Nomer 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di
Lingkunzan Pemenntah Daerah,

§ Perzturan Daerzh Kotz Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Dzerah Kota Bandar Lampung

£ Ferzturan Walikotz Bandar Lampung Nomor 44 tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas
¢t Lingkungan Pemenntah Kota Bandar Lampung

KD

7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

£ Perzturan Walikota Nemor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kearsipan di Lingkungan Pemenntah Kota Bandar Lampung

1 Berpendidikan Minimal SLTA;

2 Mampu Mengoperasikan Komputer,

3 Mengetahui Tugas dan Fungsi OPD;
4 Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas;

5 Mengetahui Peraturan Tata Kearsipan.

s Peralatan/ Perlengkapan
1 Sarana Kendali 4. Komputer
2 Lembar Dispos/si
3 Kode Klasifikasi Arsip

Penngatan Pencatatan dan Pendataan

Naskah dinas disimpan sebagai data kendali sural masuk




FLOWCHART

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
Sekretaris /
URAIAN KEGIATAN Staf Subbag Kasubbag Kepala Bagian
Mo Umum dan Umumdan | yang Membawahi| Kepala OPD MMM:W_WH.._ Waktu Cutput Keterangan
Kepegawaian | Kepegawaian | Subbag Umum
dan Kepegawaian
1 |[Menerima dan Mencatat Surat/ Surat/ Naskah | 2 Menit |Surat/Naskah
Maskah Dinas Masuk pada Dinas Dinas
sarana pengendali
2 |Meneliti Surat / Naskah Dinas Surat/ Naskah | 3 Menit |Pada Surat
Masuk dan menyampaikan Dinas tarcantum
kepada Kepala OPD melalui klasifikasi
sakretaris
3 |Meneliti dan meneruskan | Pada Surat 2 menit |Surat dan
surat/naskah dinas masuk tercantum Lembar
kepada Kepala OPD klasifikasi Disposisi
4 |Mendisposisikan Surat / Naskah 4 Lembar 5 Menit |Catatan
Dinas Masuk Disposisi Instruksi/
arahan Kepala
OFD
5 |Mencatat dan Mendistribusikan Surat/ Naskah | 10 Menit |Surat/ Naskah
Surat / Naskah Dinas Masuk Dinas dan Dinas tercatat
sesuai disposisi Kepala OPD «— Sarana dan terdistribusi
Pengandali
NORMAL WAKTU ; 22 Menit

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA BANDAR LAMPUNG
QL o JF
Lok
:_..h.m. — o SR
| nalh% ._w..d..q o AR =
LS Drs RUSTAM
PEMBINA UTAMA MUDA

+NIP 18600509 198012 1 001
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NASKAH DINAS KELUAR



SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA Nomer SOP :

BANDAR LAMPUNG Tan :

ggal Pembuatan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal Revisi :
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Tanggal Pengesahan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Keasripan Kota Bandar

Heterkaitan

_...Ezmm_ms

——

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
Indenesia Nomoer 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentan
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembara
Tahun 2012 Nomor 53,
5286);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita
Negara Tahun 2013 Nomor 69);

Peraturan Kepala ANR| Nomor § Tahun 2018 tentang Pedoman Pemelharaan Arsip
Dinamis

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 44 tahun 2010 Tentang tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikola Bandar Lampung Nomeor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

152, Tambahan Lembaran Negara Republik

g Pelaksanaan Undang - undang

n Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Momar

10 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Disahkan oleh Lampung
Nama SOP SOP PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR
Dasar Hukum Kualfikasl Pelaksana
1 Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 1 Berpendidikan Minimal SLTA,

2 Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas;

3 Mengetahui Peraturan Tata Kearsipan.
4 Mampu Mengoperasikan Komputer

3 Memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

Peralatan [ Perlengkapan

—

1 Sarana Kendalj
2 Kode Klasifikasi Surat
J Buku Ekspedis| Surat

Pencatatan dan Pendataan

Naskah dinas peringgal disimpan sebagal data kendali surat keluar

e




FLOWCHART SOP

PELAKSANA KEGIATAN MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN UNIT PETUGAS ARSIPARIS /
PENGOLAH | PENERIMA | PENGELOLA | CARAKA | cSSVERER | waktu Output Keterangan
SURAT ARSIP OPD
1 |Menyerahkan Surat/ Maskah Dinas yang Surat/ Naskah Dinas| 5 Menit
telah ditandatangani oleh Kepala OPD yang sudah
ditandatangani
2 |Menerma, Memeriksa Kelengkapan Surat /Naskah Dinas| 5 Menit |Surat/NMaskah
Naskzh Dinas, Memberi Nomor dan Kode yang sudah Dinas sudah
Klasifikasi pada Naskah Dinas, sera ditandatangani dan diagendakan /
melakukan pencatatan pada sarana sarana pengendali tercatat
pengendali
3 |Menyimpan Surat f Naskah Keluar yang Surat/ Maskah Dinas| 5 Menit |Surat/MNaskah
berparaf pada Filling Cabinet dan yang sudah Dinas telah
menyerahkan lembar yang tidak berparaf diagendakan diarsipkan
kepada Unit Pengelola
4 |Menerima Naskah Dinas yang telah diberi Surat / Naskah Dinas| 5 Menit [Surat/Naskah
nomor dan cap unluk diberi amplop dan _yang sudah Dinas Keluar
pengisian alamat yang dituju diagendakan dan siap kirim
dibubuhi cap
5 |Mengirimkan Naskah Dinas sesuai alamat Surat/Naskah Dinas| ~ 2Jam  [Surat terkiim
yang dituju Keluar siap kirim dan tanda terima /
landa terima surat / ekspedisi sudah
buku ekspedisi terisi
| |[INORMAL WAKTU - 140 Mentt

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA m}zD_}ﬂ LAMPUNG

' NIP 19600509 199012 1 001

ol e
A
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERBERKASAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKTIF DI UNIT PENGOLAH



STANDAR OPERASIONAL FPROSEDUR
PENGELOLAAN ARSIF DINAMIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAM KOTA BANDAR LAMPUNG
Dasar Hukum

sany &
-n \ FEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG o o
= Tanggal Fembuat,
.1__ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tanggal Revis| =
@ BANDAR LAMPUNG Tanggal Efektif

kepala Uinas Ferpusfakaan dan Rearsipan Kola Bandar
Disahkan oleh Lampung

Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip Aktif di Unit
Judul SOP Pengolah

Kualifikas! pelaksana

1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomer 43

Tahun 2002 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2042 Nomar 53,
Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52B5);

3. Perzsturan Menteri Dalam Negari Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota:

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T8 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemenntah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas! Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 68);

& Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomeor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

8. Peraturan Walikcta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpusiakaan
dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

9. Peraturan Walikota nomer 19 Nomor 2019 tentang jadwal Retens! Arsip fasilitatif Keuangan dan
Kepegawaian, dan substantf di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung . |

10. Peraturan Walikota Nomer 20 Tahun 201 9 {entang Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan di
Lingkungan Pemenntah kKota Bandar Lampung

1 Berpendidikan Minimal SLTA,

2 Mengetahui Peraturan Tata Maskah Dinas;

3 Mengetahul Peraturan Tata Kearsipan.
4 Mampu Mengoperasikan Kompuler

5 Memaham| Bahasa Indonesia dengan bajk dan benar

Peralatan/perlengkapan
Keterkaitan Kamputer
Printer
ATHK
Fencalalan dan pendataan
Peringatan

1. Disimpan dl filling kabinet dalam map gantung

2 Teicalal dalam dala elekironik dan manual




1 [Mempersiapkan peraizian pemberkasan yaitu

FLOWCHART SOP

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Arsiparis /

Pengelola Arsip
Eselon 11711 Unit Kearsipan

OPD

Kelengkapan Wakiu

Output

Ket

b

c

memyzpizn folder yang akan digunakan untuk menempatkan arsip yang akan
derkaskan

memyiapkan sekat (guide) yang terdini dani sekat primer, sekat sekunder.

mermyapkan pelabelan sekal, memberikan identitas sekat sesuai Kasifkasi

arsip yailu masalah pada sekat primer, sub masalah pada sekat sekunder, dan
sub-suh masalah pada sekat tersier.

memyepian filling cabine! untuk tempat menyimpan arsip.
memyapian fermulir tunjuk silang, jika berkas berkaitan dengan berkas arsip

yang kain ramun berbeda fisik arsipnya tidak bisa disatukan karena ada
perbedaan istilah yang mempunyai subyek yang sama.

menyapkan formulir out indicator sebagal alat penanda kelika arsip sedang
digunakan

Folder, Sekat, Formulir 15 menit
Tunjuk Silang, Formulir
out Indicator, Surat

1. Daftar ldentifikasl arsip
yang akan lercipta 2.
Penataan sakat dalam filling
cabinet

§  membuat dan mengisi formulir tunjuk silang apabila diperiukan

Weyortir dan mermisahikan jika terdapat non arsip dan duplikasi berlebihnan

memasukkan arsip di dalam folder dan disusun secara berurut sesual
kronologis waldu, dimulai dari arsip teriua berada di belakang

menulis udul berkas yang bensi kata tangkap dan kode klasifikas| berkas
Pada kertas label dzn melekatkannya pada tab folder

2 metakukan pemberkasan arsip aklif dengan langkah kangkah : 1. Arsip 2, Dafiar 15 menit 1. arsip diberkaskan secara
W identifikasi arsip yang akan utuh dan kronologis. 2. drafl
8 menenima dokumen/arsip dan membaca disposisi tanda perintah file atau ﬂn_,n_bw. 3. Folder 4. Label dafiar arsip aktif
simpan diberikan pejabat eselon Il dan/atau 1| 5 Tunjuk silang. 6.
¥ klasifikasi arsip 7. Daftar
arsip aktif
b Memeriea ketetapan substansi berdasar pada hal atau masalah arsip yang
gkan diberiaskan serla memeriksa kelengkapan arsip.
meregisirsai arsip ke dalam formal yang sesuai dengan daftar arsip akif
d




]

memastikan kelengkapan berkas sesuai daftar identifikasi arsip

Bm:x.man::._mxm: dafalr arsip aklif dan melakukan pembaharuan
__datg jika terdapat penambahan arsip_

Menata arsip dan menata pada filing kabinel sesuat dengan daftar

1. berkas arsip 2. filling

15 menil

Terlalanya arsip yang telah

arsip aktif sesuai dengan d i if :
3 dengan daftar arsip aklif: cabinet 3.sekat diberkaskan ke dalam
a menata sekat pada filling kabinet secara berurutan dimulai dar sekat filing cabinet
primer, sekat sekunder dan sekat tersier,
b menyimpan berkas arsip ke dalam filling kabinet,menempatkannya
dibelakang sekat sesuai dengan Klasifikasi arsip yang dicantumkan
dalam folder
memberikan perselujuan rancangan dafiar arsip akhil yang meliput drafl daftar arsip aklif | 30 menit daftar arsip aklif
daftar berkas dan dafiar isi berkas
a. menyampaikan dafiar arsip akiif secara berkala seliap 6 bulan sekali 1. daftar arsip akhif. 2, 5 menit daftar arsip aktif
ke unit kearsipan formulir/sural. 3
b membual formulir peminjaman arsip sebagai sarana peminjaman. peminjaman arsip
memastikan keutuhan arsip yang disimpan secara berkala sesuai
c__dengan dafiar arsip aktif
NORMAL WAKTU B0 MENIT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ﬁkﬁﬂﬁ%/guczm

.._u.._.‘.mw._‘\.vr\.\!lrr.ffﬁ --/...r

nr.ml.@waﬁ:h{m MUDA

T NIP 18600509 189012 1 001

W)




PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF TERATUR DI RECORD CENTER



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
BANDAR LAMPUNG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF TERATUR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

MNomer SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Efektif

Kepala Dinas Perputiakaan dan Kearsipan Kola Bandar
Oisahkan aleh Lampung

Penataaan dan Penyimpanan Arslp Inaklif Teratur

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifilkas| pelaksana

1. Undang - undang Nemor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Re ublik Ind i g
Nomer 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3‘.__:‘.2 P paallii o

2. Peraluran Pemerintah Nemeor 28 Tahun 2012 lentang Pelaksanaan Undang - undang Momor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5286);

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsl dan Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 639);

6 Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

7. Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembeniukan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

B. Peraturan Walikota Nomeor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsl dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Bandar Lampung

9. Peraturan Walikola nomer 19 Nomer 2019 tenlang jadwal Retensi Arsip fasilitati Keuangan dan Kepegawalan, dan
substantif di Lingkungan Pemerintah Kola Bandar Lampung

10. Peraluran Walikata Nomar 20 Tahun 2018 lentang Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan dl Lingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung

1 Berpendidikan Minimal SLTA;

2 Mengetahul Peraturan Tala Naskah Dinas;

3 Mengetahul Peraluran Tata Kearsipan.
4 Mampu Mengoperasikan Komputer

5 Memahaml Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

e Paralatan/perlengkapan
SOP Administrasi Sural Masuk dan Keluar “M_._Hu:_mq
S0P Pengelolaan Arsip Statis }4._“.2
SOP pengelolaan Arsip Aktil Beks Arsip
Rak/Lemarl Arslp
Pedoman JRA
e Pencalalan dan pendataan

1. Disimpan di boks arsip diletakkan di rak/lemari arsip

_l 2. Tercalal dalam data elektronik dan manual




serta kesesuaian dengan daftar arsip.

membuat penomeran boks berdasarkan nomor
urut pada database arsip inaktif di umt
kearsipan

memeriksa kelengkapan fisik dan informasi arsip

FLOWCHART SOP
¥o. Uritan Prevedis Pelaksana Mutn Baku -
Eselon II/II | Arsiparis/JFU Kelengkapan | Waktu Output
1 memberikan persetujuan pemindahan arg; o - - =— ;
inaktif yang dilengkapi dengan daftar Eu..ﬁv __u Wum%ﬂuﬁ“wh Rl HMM el
pindah dan berita acara pemindahan arsip mulal ) pindah F dipindahkan
3. Berita acara menjadi
pemindahan tanggung
arsip jawab
pengelolaanny
a kepada unit
kearsipan
dengan
2 menerima pemindahan arsip dari sentral arsip , 1. Daftar arsip | 30 menit | Arsip in aktif
aktif unit pengolah (bidang) ke sentral arsip pindah 2. yang sesuali
inaktif unit kearsipan: Berita acara dengan daftar
” ; pemindahan arsip pindah
menyiapkan ruang simpan, dan peralatan fia ket Aon Basibi
penataan arsip yaitu hoks, label boks, folder, rak amwun”_ﬂh m__ fol ﬂw_. Ancirn
R 6. Label boks.7 Pemindahan
memeriksa dan memverifikasi kesesuaian arsip JEA s
yang akan dipindahkan dengan daftar arsip
pindah yang dilengkapi dengan Berita Acara
Pemindahan Arsip
3 Pengaturan fisik arsip, yaitu dilakukan melalui 1. arsip 2.boks | 15 menit | arsip inaktf
kegiatan: d 3. label 4. rak tertata ke
araip 5. daftar dalam hoksa
melakukan penataan berkas dalam boks.Berkas arsip pindah yang telah
aktif yang ditata dalam boks tetap diberikan
memperhatikan pengaturan aslinya sesuai label
kondisi pengaturan arsipaktif di unit pengolah.




menggabungkan daftar mrsip inakuf pada
database arwip inakuf per provenance umt
pengolah

melakukan pembaruan data base daftar arsip
nakuf keseluruhan (updaung daftar arsip inakuf)
secars rutin setiap ads pernundahian,
’TEE_.LE. dan penyerahan arsip

membuat label boks arsip vang memuat
penomeran boks, rentang nomer berkas dalam
boks, kede unit pengolah serta tahun arsip.
penataan dan penyimpanan arsip in aktif, 1.Skema 15 menit boks arsip
dengan langkah-langkah sebagai berikut : pengaturan tertata dan
; i si i disimpan pada
membust ekema pengaturan lokasi simpan _ﬂn”urﬂzuhm.ﬁ E.qM-__n—.._ muuw_u
(kavbing} untuk pengelompokan penyimpanan © 3
FeEUAL PrOVETIANCE.
menempatkan boks arsip pada rak arsip sesuai
lokas) simpan
menata boks arsip di rak secara urut
berdasarkan nomor boks dan disusun secara
vertikal lateral (vertikal berderet ke samping)
vang dimulai selalu dan posisi kin paling atas
menuju ke kanan.
Penyusunan daftar arsip inaktif meliputi : 1. Daftar arsip | 60 menit | draft daftar
pindah 2. arsip inaktif
membuat daftar arsip inaktifl berdasarkan daftar T
arstp vang dipindahkan dari unit pengolah. psngaturan
lokasi simpan
mengolah daftar arsip inaktif dengan arsip 3.
menambahkan informasi nomor boka dan serta database arsip
informasi lokas: simpan. inaktif




PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERBERKASAN DAN PENYIMPANAN ARSIP IN AKTIF TIDAK TERATUR



PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF TAK TERATUR

—

Cizeaf Hukum

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Momor SOP 1.1.11
vm!m__puu_ﬁb_._ KOTA BANDAR LAMPUNG Tanggal Pembuatan |2 Ckieber 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tanggal Ravisl
BANDAR LAMPUNG Tanggal Elextl
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Disahkan oleh

Kepala Dinas Parpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip [n ARtif Tidak Teratur

Judul SOP

|embaran Negara Republik Indenesia Nomaor 5071);

Kualifikasi pelaksana

1, Undang - undang Nomear 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 152, Tambahan

1. Perzturen Pemerintah Nomer 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomer 43 Tahun 2008 tenlang Kearsipan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5286);

3, Peraturan Menterd Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupeien | Kota;

4. Persturan Merter Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemor B0 Tahun 2012 lentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Instans] Femerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nemer 63]);

E Perzturan Kepala ANR) Homer 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

7 Paraturan Dasrah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 fentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar
Lampung

8. Peraturan Walikota Momor 55 Tahun 2016 tertang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar
Lampung

5. Peraturan Walikota nomar 18 Homor 2019 tentang jadwal Retens Arsip fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian, dan substantif di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

10. Paraturan Wallkota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemeriniah Kota Bandar
Lampung

1 Berpendidikan Minimal SLTA;
2 Mengetahui Peraluran Tata Naskah Dinas;

3 Mengetahui Peraturan Tata Kearsipan.

4 Mampu Mengoperasikan Kemputar
§ Memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

'@E.ﬂg Paralatan/perlengkapan
SOP Admitustrasi Sural IMasuk dan Keluar

—

Faringatan

Komputer
n
SOP Pengelolaan Arsip Altd Pﬂ_ﬂﬁq
Boks Arsip
RakiLemal Arslp
Foldar
Labal

Pencatatan dan pendataan
7( 1. Disimpan di dalam boks arsip

2

Tercatal dalam data elekironik dan manual




FLOWCHART SOP

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Presedur Arslparis / Ket
Esefon il |Pengelola Arsip Unlt Kelengkapan Waktu Output

HKearsipan OFD

TR R ARk Gdedal 1. Arsip inaktd 2 30 menit Arip Inaktf yang

mialakukan pendataan volume dan jumizh arsip Daftar arslp pindah g__.ur&-:r-_..
identifikasi fi I 3. Barta acara menjrdi anggung
mengidentifikasi fisik arsip terkait media, kondlsl sl permindahan arsip jawab
kelengkapan dan keuluhan arsip pengaiclaannya
mengidantifikasl informasi arsip, meliput tahun, kapada unit
organisasi, pancipta, fungsi dan sistem pemberk kearsipan dengan
digunakan, T o disertal daftar
mengidentfikasl dan menyiaphan paralstan dan earana arsip dan berita
keartipan yang dibutuhkan inda)
v!_..ﬂ:u-—_ui
._..u__....hﬂu”un_.”.-__u“ﬂ_iu_““q Arsip yang akan ditata ke tampat ; 1. Dattararsip pindah 2 | 20menit | Arsip in aktif yang
g Rpanakii Eayita acara sasual dangan
menpapkan ruang olah dan peralatan penataan arsip yaiy pamindahan arslp 3, dahar arsip
folder, kartu, deskripsl.boks Arsip 4 boks 5.lo/der 6 pindah dan Berila
1 Label boks.T JRA Acara
memindahkan arsip ke fempat penpolakan Pemindahan arsip
meanyusun skema penataan arsip sebagal dasar " 1 argip 1.boks 3 |akal 15 manit arsip inaktil
Pmgelompcian STHp 4 rak arsip 5, daftar tortata ke dalam
amsip pindah boks yang telah
dibarikan lakal
marslontruksi arsp untuk mewujudkan kesatuan fisik dan 1.8kema pengaiuran 15 menit | baks arsip laraa
infornasi arsip melalul kegiatan pemilahan srsip dan Iokasi simpan. 2 boks dan dhsimpan
mhonstruksi informasi arsip arsip pada rak arsip

permulzhan arsp dilakukan dengan memisahkan antara
arslp dan non arsip Misalnya | blanks kosong. odner,
map, amplop, duplixas)

marmenhes ketepatan subsians berdasar pada jenis.
masalah g8 UNUsan arsip yang akan dibebaskan serta
memenksa kelenghapan arsp

malzkukan desknpsi arsp malipul © 1. karty arsip 2 dafar 15 manit 1 hartu arsip 2

ulisha arsip in akbl dattar arsin A

men n desknpsi amsip pade kartu desknps: dan P e p

dibenikan idenutas nonor kode semantara

menylian desknps: arsic dan kode semantais ke dalam

format yang Sis&Suli-han dengan dattar arsip nakl! pada

komputer

mielakukan marve! ata gan hsik arsip malipuls 1 ...”____nnt araip pindah 2 | 30 menit | dral dafar arsip
skema panpaluran Inaktf

malakukan manuves data mebpst kegatan entry dala W w__._._ﬁy” sy n

dexlapel arsip: Kiiaifiasi arvp. M Femniamm £l dalabasa arsip makld

pEngelompokan dats arsp (ST Becaia elel ik -

melakuban manJver s Brip valy mengelompakhan |

fi6ik @rsip yahg mermili kesamaan fungs enis masakah
A3y uruEan BeEul Lhama
Leniey yarty pengelompokan ars@ yang memili j8nE

yang sama X
Rulstih yaky pengelompohsn #rsip-arsip yang ik
PErmasdlahan yeng sama

DhrSapt yaflu pefgeiaMpoesn @i jahg memiks

BESAMALR Uruhdrd s Jta el LS




memberkaskan arsip ko dalam foldor moliputi:

menata boks arsip pada rak secara urut berdasarkam
nomer boks dan disusun secam verikal lateral (vertikal
berderel ke samping ) yang dimulai dari posisi kiri paling
atas menuju kanan.

. } i kil 60 menit | Arsip diberkaskan

memasukkan arsip yang tolah dikal Ty, IRA O _au.

St o o elompokkan ke dalam o sementara 2. Arsip ke dalam foelder
yang telah yang telah diben

memasukkan arslp yang telah dikelompokkan ke dalam _ identita

: ; dikelompokkan 3, ernlilas

older dan disusun secara barurul sesyai krenclogls Folder 4. Label Folder

wakiu, dimulal dengan arslp terua borada paling _

bolakang.

ronullskan .___.._n_.__ berkas (Indoks) yang barisi kata tangkap

dan kode kiasifikasl berkas atay nomor definit! pada

kertas lobel don molekatkannya pada tab folder

Panataen barkas ke dala :

n barkas m beks melipull : v 1. daftararslp inaktif B0 menit Berkas arsip
melakukan penataan berkas dalam boks, borkas arsip sementara 2. Berkas tertata dalam
yanp diatata ke dalam boks tetap mempertahankan arelp. 3. Boks 4. Label baks yang telah
pengaluran aslinya sesual kondisi pangaturan arslp akif ol boks diberi label baks
unit pangolah
memerlksa kelengkapan fisik borkas arsip dan infermasi
arsip serta kesesualan dengan dattar arsip.
membuat penomeran boks arsip berdasarkan nomor urut
pada dalabase arsip inaktil di unit kearsipan.
membuat label boks sesual sebapal Identitas boks arslp
yang memusal penomoran boks, rentang nomor berkas
dalam boks, kede unlt pengolah, sena tahun arslp.
penyimpanan arsip inaktif , meliput ; e 1. _>a_u yang sudah 15 menit 1. Skema
membuat pangaturan lokasi simpan (kavling) untuk ditata dalam boks. pengaturan lokasi
pengelompokan penyimpanan sesuai provenance +Fakealp simpan 2.
menempatkan boks arslp pada rak arslp sesual lokasl Tertatanya arsip
impen pada rak

penyimpan arsip




PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES ARSIP ALIH MEDIA



e

2. Peraluran Pemerintah Nomar 28 Tahun 2012 tentan

Nomer 43 Tehun 2009 tentang Kearslpan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomar 5285);

3. Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 52 Tahun 2011
Prosedur dl Lingkungan Pemerintah Provinsl dan Kabu

4. Peraturan Menteri Dalam Neg
Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan A
Tahun 2012 tentang Pedoman
Tahun 2013 Nomor 68);

& Peraturan Kepala ANRI Nomor
Dinamis

7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukean
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

8. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 lentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pempustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

9. Peraturan Walikota nomor 18 Nomor 2019 tentang jadwal Retens! Arsip amu_m_...mﬁ
Keuangan dan Kepegawaian, dan substantif di Lingkungan Pemerintah Kota
Lampung

g Pelaksanann Undang - undang

tentang Standar Oparasional
paten f Kota;

eri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearslpan di

paratur Negara dan Reformasi Blrokras! Nomer a0
Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara

8 Tahun 2018 tentang Padoman Pemellharaan Arsip

10. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

KOTA BANDAR LAMPUNG oot S0P
DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN ﬁ””mmwh Mmﬂ_..._zmﬁ_..
BANDAR LAMPUNG :swwn_ mm_,”.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELO
LAAN ARS|P DINAMIS Disahkan olah Kepala Dinas Perpusiakaan dan Kearelpan Kola Bandar Lampung
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KoTa BANDAR LAMPUNG Judul SOP Prosos Allh Medla Arsip
Dasar Hukum
Kualifikasl palaksana
I Undang - undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearg Pan (Lembaran Negara Repubi . g
Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tembahan Lembaran Negara Repubiik _Hu;wa_“ﬂ._h____r RN
5071);

2 Mengetahul Peraturan Tata Nasksh Dinas;

3 Mengetahul Peraturan Tala Kearsipan,
4 Mampu Mengoperasikan Komputer

§ Memaham| Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

Peralatan/perlengkapan
Keterkanan Komputer
SOP Arsip Stabs Printer
SOP Arsip inakel ATK

Scanner

Pencalatan dan pendataan
P
Penngatan

1 Arsip dialin mediakan dalam benlul file, CD alau media lain

2 Tercalal dalam data elektronik dan manual




T

—————————— e e E T

- FLOWCH
jnﬂl\ ﬁawﬂm_“—u- m O _U Mutu Baku

No. Uralan Prosedur ’ Arsiparis f Ket
Es engelola Aralp ut
elon I D Keasalpan Kelengkapan | Waktu Qutp
OPD

= Tahap Persiapan meliputi ;
i = 4 1. Surat perintah 30menit | 1. Arslp yang akan

+
a |Unit pengolah menentukan arsip yang akan dialihmediakan sesyai slih media arsip 2 dialihmrdiakan 2.
dangan kebljakan pimpinan mulai Arslp 3 Perangkat peralatan alih media

b |Unit pengolah anavmﬂ_muxmn arsip dansarana prasarana uniuk alih Komputer 4 Alat
media arsip yaitu mellputi perangkat komputer, scanner dan sistem el
penyimpanan arslp hasll alih medla

¢ |Mengalur peralatan pindal (scanner) meliputi resolusi dpl,
pembesaran, fokus gambar, ketajaman wamna, dan setting keluaran
hasll dan lokasi simpan

2 Toig A ST DL T Areip T20ment | 1, fle digial hiasil

Paralneaii mblut 2. Peranghkat alih media 2

8 |memeriksa keutuhan berkas arsip yang akan diallhmedia dan Kemputer 3 datsbase
Alat pindal rekalpitulasi arsip

kesesualannya dangan daftar arsip.

lektronik hasil alih
a1 |membuka folder berkes arslp, menghitung jumiah berkas dan g (et e _._._m...wm_u &
mempéarhatikan urutan kronologis arsip sebelum dilakukan
pemindaian (scanning).

a? |membuka folder, paper clip danfatau perekat lain yang melekat pada
fisik arsip.

al |melakukan pemindaian (scanning) arsip lembar per lembar dengan
letap memperhatikan urutan kronologis pada fisik arsip

a4 |mencatat arslp yang telah dialih mediakan ke dalam berkas bentuk
databasa.

ai | mamberkaskan kemball fisik arsip yang telzh dialinmediakan
sesual dengan aslinya

b |Penyesuaian dan editing meliputi :

b1 |memenksa arsip elektronik hasil alih media dari segi kuantitas dan
kualitas serta kesesuaiannya dengan ersip yang telah
dialinmediakan.

b2 \menyesuaikan bentuk format dan ukuran arsip elektronik yang telah
diakh mediakan menggunakan aplikasi pada komputer untuk
menghasilkan P

b3 | melakukan editing sesuai dengan kebutuhan untuk memperielas,
mempentajam dan fatau meningkatkan kualitas hasil media

b4 [memberikan tanda authentifikasi berupa watermark pada fisik arsip.
Tands yang diberikan jangan sampai menutupi informasi arsip.

€ |Pemberkasan arsip elekironik hasd pemindaian meliputi :

¢ Mmenentukan lokasi simpanidatabase arsip elektronik hasil
] pemindaian,




PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN ARSIP VITAL



PEMERINTAH KOTA BANDAR LA Hermor SOP
MPUNG
DINAS PERPUST. AKAAN DAN K SIPAN Tanggal Perbuatan

Tanggal Revisi
BANDAR LAMPUNG Tanggal Efektif

ST
ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Disahkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

PENGELOLAAN ARSIP VITAL Sk Pengelolaan Arsip Vital
u P

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dzsar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Neaara Republik Indcnesia Tah 1 Berpendidikan Minimal SLTA:
2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer ﬂm.__.._u“ e AR s z

2. Perzturan Pamernintzh Nomor 28 Tahun 2012 n_ﬂ._.-nmhﬂ Pela ksanaan _.__._nm._..m. - C_._&N_._.B MNemaor 43 Tahun 2009 2 :Q:ﬂﬂam_..:m Peraturan Tata Maskah Dinas:
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 3 Mengetahui Peraturan Tata Kearsipan.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten f Kota:
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan dl Lingkungan Pemerintah 4 Mampu Mengoperasikan Komputer
Daerah;
5. Perzturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 5 Memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);

6. Peraturan Kepala ANRI Nomor4S Tahun 2015 Tentang Padoman Program Arslp Vital

7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomot 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Peranghat
Daerah Kota Bandar Lampung

8. Peraturan Walikata Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

9. Peraturan Walikota nomor 19 Nomer 2019 tentang jadwal Retensi Arsip fasilitatif Keuangan dan

Kepegawaian, dan substantif di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

. ininann
10. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kuarsigan o Lingkung

Pemerintah Keta Bandar Lampung T T

Keterkaitan Komputer

SOP Penataan Arsip In aktif Printer
ATK dan Map khusus untuk arsip vital
Filling Cabinet

Pencatatan dan pendataan

= 1. Disimpan di filling kabinet
s akan menyebabkan kerusakan

— . ip vilal maka
Bila tidak dilakukan perlindungan, pengaman, dan penyimpanan arsip vi
arsip vital dan kehila UL 5 M, 2. Torcatat dalam data elektronik dan manual

e ———

e



Palakeana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur Arsiparis { Pengelola Ket
Eselon I/l | Arsip Unit Kearsipan Kelengkapan Output
OPD
KB Mengidentifikasi Arsip Vital meliputi
! : 4 P 1. Barkas Arsip Vital 2. 1. kuisloner arsip vital PRI
s |melakukan survel arsip vital di unit pencipta arsip dangan kulsloner arsip vital yang sudah terisl 2. Contof .nnm__.._u s
metode wawancara dan Kuisioner, berupa blangko arsip berkas arsip vital __e.m“,ump._.z__n_zmw._nmu
b | Tehap anallsis mefiputi analls| organisasi, analisis hukum, b Kendaraan, 3 ljazah
analisis reslke/keruglan dil
2 Menata arsip vital meliputi keglatan : T 1. Amsip 2. 1. arsip 2 deskripsl
s | pendiskripsian dengan mengisl form kartu deskrips| kartu deskrips| arslp vita arsip __,E__“_‘__._..mﬂ_.ﬁ sudah
b | Pangelompokan janls arslp vital dengan manglsl daMar arsip
vital.
3 Manyusunan Daftar arslp Induk Arsip Vital meliputi : 1. Anslp F] 1. Arslp 2 Daftar
i Daftar Arslp Induk arsip Arslp Induk Arslp Vital
a | Pembustan Deftar Induk Arsip Vital, yang merupakan Vilal yang telah teris|
rangkuman darl daftar arslp vital di unit pangolah,
b |Menglsi form daftar arslp induk arsip vital _||.|_
4 Memberikan Persetujuan Daftar Arsip Vital £ Daftar arsip Induk arsip Daftar arslp induk arsip
vital vital yang talah disatujul
_| —— : _ ~ -
8 Wembenikan perindungan dan pengamanan ersip vital meliput ¥ Arsip qﬂﬂ.ﬂm _-_5: dl Dupiicating arsip vital,
o |ouemasi
b |Pemencaran
¢ |Vauttng - P Arslp vital yang telah Aralp vital yang tefah
€ Mengamanan informasi arsip vital memberi kode rahasia dan dlduplikasi
membuat spesifikasi orang yang berhak mengakses

dibari koda rahasia

Menyimpanan arsip wvital

Hormal Wakiu

Arsip vital yang telah
diber kode rahasia

Arsip vital yang talah
tersimpan di lemari
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SENYERAHAN ARSIP STATIS



SOP PENYERAHAN ARSIP STATIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEA

BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASION AL PROSEDUR
PENYERAHAN ARS|P STATIS

RSIPAN KOTA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor SCOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan i

Kepala Dinas Perpustakaan dan Keaarsipan Kota Bandar

Disahkan oleh Larnpung
b Ha Nama SOP : SOP PENYERAHAN ARSIP STATIS
asar Hukum _ -
1_Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 ontang Kearsiemn Kualifikasi Pelaksana

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomer 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun
2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013
Nemor 63);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota nomer 19 Nomor 2019 tentang jadwal Retensi Arsip fasilitatif Keuangan dan
Kepegawaian, dan substantif di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

ipan di
Peraturan Waliketa Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan ol

Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

1 Berpendidikan Minimal SLTA;

2 Mampu Mengoperasikan Komputer;

3 Mengetahui Tugas dan Fungsi OPD;

4 Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas;

5 Mengetahui Peraturan Tata Kearsipan.

Peralalan / Perlengkapan

Keierkaran.
S0P _umZm.._m_.G_.b.}Z ARSIP IN AKTIF

1 Baoks Arsip

2 Daftar Arsip Statis yang diserahkan
3 Lemari Arsip

4 Benla Acara Penyerahan Arsip Slatis

o ————

Pencalatan dan Pendataan

Peringatan

bukli kerja serla disimpan sebagai Arsip Vital

e S

Berta Acara Penyerahan Arsip Stalis dan Daflar Arsip Statis yang diserahkan merupakan




FLOWCHART.SOP

:

}

Sural
D
o
Fisik

erila Acara Penyerahan Arsip Statis

Filling Cabinel, Leman Arsgp

FELAKSANA KEGUATAN RITU BARL
_u_ld_:ﬂ._.“n..i Kepaia Uit
g Fear OPD Kepala Lemtaga
Undl Kearsapan _mori.”“:-ﬁﬁ_b ¥epala OPD Kearupan Fersyaratan Kelenghanan Wakta Outpud
i Bagan TU) Daeean
JAA, Dafar Arsip inskid 60 Merul [ Mated Daftar Arsp telah terselehs
b

JRA. Dafar Arsip lnak 120 Mand Daftar Arsgp Usul Serah
afar Arsip Usul Serah 30 Marvt Oiafar Arsp Usud Serah telah

3 Han Efektd




_umz_mm_z._,}z KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUSNAHAN ARSIP KURANG 2 TAHUN




E y
to
——
e
e sy
%ﬁm”.._mmwﬁz;: KOTA RANDAR LAMPUNG [Nomer S0P

ERPUSTAN AR DAN KEARg P Ay, Tanggal Pembuatan =

BANDAR Lamayng “.Sm._ msﬂ_
Tanogal Efel 9
STANDAR QPERasIONAL PR B

OSEDU
PEMUSNAAN Ae R ?.Jg gleh Repala Dias Purpustakaan dan Kearsipan Keta Bandar Lampung
DI LINGKUNGAN pE
MERINTAH KOTA BANDaR LaMPUNG Judu S0P Pemusnahan Arsip Dibawah 2 Tahun

— —_— —]

1 Unsdang - undeng Nomor <3 Tahun 2008 1o v

% 2Ng Kearsinan (Lambaran siecs
Tatues 700 Nome 152 Tambahan Lembaran Npga-p R .:uu:ﬂ__“_zom- a%cﬂﬂw? Indones g

= e lemlang Pelabzang _.Euu._u . .
|30 tetang hesmoan (Lembaran Nogars Repus: e undang Nomor £3 Tahum |4

i indonesia Tahun 22 Nomar 53 Tambatgs

Bzl Menten Dalpm Nepen Nomor §2 Tahun 2011 tertang Standas Overasional Prossdus
Pr

Lrpaamgan Permarintigh Broams gan habunatens | hota “

¥ Peansan Merter Dalam Nepen homo TR Tahun 202 tentang T Kearsings o, Linglamngsn

< Fermaean Mevon Pendayaounasn Snerpiys Hegars dan Retormasi Birokranl Nomo: 80 Teham 2012
teriag Fecomen Tats Nasiah Doas inslany Pemerintah (Borita Negara Tahun 2012 Nomer 69).

P Perslonn Kepals ANRI No 28 Tahon 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip
& Fezuran Daergh hots Bonda: Lampung Nomor 7 Tatwn 2010 tertang Pamibontukah Susunan
Femengaar Duerst Kole Bange: Lavipung

7 Femean Walnols homes 58 Tehws 2010 tenlang Tugat, Fungs dan Tals Ketje Die: Perpustaias
e heervps” Kol Batdar Lemparg

R Pomuen Walmols Nomor 15 Tehar 2019 lentang Jaows! fietens! Argip Fapililatit Rovangen
[MmRevear Gan Sulsianlr ¢ Linghangen Pemeanteh keta lisndar Lampung

Berpandidikan Minimal SLTa;

2 Mampu Mengoperasikan Komputer;
Mengetahui Tugas dan Fungsl OPD;

(=]

5 Manrgstahul Peraturan Tata Keargipan.

$1 Urmumn/Arsipanis, memiiiih] pangetahuan tentang kearsipan dan sdministrasi 1

4 Mengetahul Peraturan Tata Naskgh Dinas;

—

]
4
|
SMgaanger Perverriah hole Banda: Lempung :
P e e T TR Pasatan Carfengiagan .Iu.lw
pstehatias LN
SO et Apip AT fnl& i
RO Farguioiaat M Wakir ”.ﬂ.r ﬂ,
|SOF Acer Vsl |
I I - | Fumcutatan dan pendataan o S
_.VJI._. s . |].1| = ey e — Is Saarpan Qi fiSng Racenmd dalam Mg Gantung R a
¥ Tocatal Safarmy Cata u L idan i vl 4|H




Wil |||||l|l||.|l.|ll|l|||| FLOWCHART sop
[ ————————Pelaksana Mutu Baku

: Kepala Up
Uralan Prosedur hﬁﬂwﬂ_ﬂ Kearsipan owu S Arsiparis |
Sel anllia Penllal | Pengelola Ars Het
Daerah Kepala OPD x."a vn__.“nnﬂu_.”_._ Arslp c:__wx-n:_ﬁu% Kelengkapan Waktu Output
TU) QPD
Pembentukan Panitia Pemusnahan
Arslp melalul Keputusan Wallketa 1.ATK 2, 120 mankt SK Wallkota Arsip dibawah 2 takun
_ mulal _ Komputer menfadl tanggung Jawab
unit pangelah {Bidang) dI
OFD
30maenit |1, Aralp yang akan

Penyelokslan Arslp Berdasarkan JRA,
1, Arslp Inaktif
_‘ 2.ATK dimusnahkan.
| 3. Kemputar

Pambuatan Dafar arslp usul musnah 1. Arslp yang Tharl DaNar Arsip usul
usul musnah 2. musnah
Dafar Arsip usul
L sarah (stalis)
4 |Menarima, Menelill / Memeriksa Danar & Daftar Arsip usul 1 harl Dahar Arsip usul | Arsip yang fercipta ; 1,
Arslp yang akan dimusnahkan musnah musnah Keputusan Pimpinan
Porangkal Daerah 2.
] Sural Menyurat
5 |Pombsrlan Perlimbangan darl panita ¥ Dafar Arsip usul [ €0 menit | 1, Daftar Arslp pelaksanaan
penilal musnah usul musnah 2. | Pemusnahan. 3 Notulen
MNotulen rapat rapat penifalan arsip
ponliaian aralp 3. |Perangkat daerah 4. Surat
daftar hadir 4, perlimbangan
. : Surat Ppemusnahan darl panitia
pertimbangan penerima arsip 5.
poemusnahan darl | Keputusan plmpinan
panitla penarima daerah lentang
arslp pemusnahan arsip
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEMUSNAHAN ARSIP 2-5 Tahun



_ PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG e 1411
i DINAS vmmhn_“q»xiz DAN KEARSIPAN NMM”_ m”“:._”.ﬁg 2 Oktober 2019
_ DAR
PEMUSNAHAN ARSIP Sisahya oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kela Bandar Lampung
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG Judul SOP Pemusnahan Arsip 2.5 Tahun
HuAum -
m-. Kuaifikasi pelaksana
1 Uncang - undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lemba - _
_...nq.__ll Tehun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran MNegara muv_._““ ____,_muh:no:uuﬂ- Wm?; 4 IARUNSROS, Sramik] pangenuen HOtang Aesrsns: den sdministrasi

ML

Peatursn Pemenntah Nomor 2B Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang
W 41 Tehun J00F tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

{2012 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 5285),

#u v!ﬂ.nu:!!ﬂl..n!-!z-o-q_zﬂ.:&34-::33_4€353ﬂ-§4§§_
¢ Linghungan Pemerntah Provinsi dan Kabupaten / Kola,

4 Perpturan Menten Pendayagunasn Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi Nomor 80

1 Berpendidikan Minimal SLTA;

Mampu Mengoperasikan Kemputer;

[ 3 Mengetahul Tugas dan Fungsi OPD;
[Tetum 2012 tentang Pedoman Tets Nasksh Dines instansi Pemerintah (Berta Negara
w Peaturen Kepsia ANRI No 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Anip
rgn.-!! kota Bancar Lampung Nomor 7 Tehun 2016 tentang Pembentuban 14 Mengetahul Peraturan Tala Naskah Dinas;
Seaenan Peanghat Daersh Kots Bandar Lampung
|
|7 Pesturen Walkots Nomor 8% Tahun 2016 lenteng Tupas, Fungsi can Tels Kegs Dras |3 Mengutanhul Peraturan Tala Kearsipan,
_Ii.vhl.-! 0an keerspan Kols Banas: Lampung
ﬂ Feaionn Walkols Nomor 1§ Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasiaats
. C Fe e AN
i Femluren Walsols Nomor 20 Tehun 2018 Leatang Tals Cara Penyeenpy — ey
qwﬂuliﬂn:tvﬁ?: R
|SOF Fengeiolasn Arsg inskif
[ROF g v AT
"*ullul|.._.. . |Percalatan dan pandataan

T Darmpan & fling katnael dalam map gantung
17 Teoaaf 2didim 2418 aiealrons dan manual




FLOWCHART SOP

e
~ Polakanna Mutu Baku
ralan Prosadur Kepala Unit Arslparis Ka
I ’ Wallkota KopalaLKD |  Kepal Koarslpan OPD | Panitla Penilal | Pengelols Arslp Waktu Output .
a OPD Kelengkapan
_ (Sokrotarls, Anlp Unit Kearslpan
Kepala Baglan TU) CPFD
T%E. Pamusnehan Arsip melalul RN T ER Walhols
“ pputsan \alikota _ mulal _
_ Tanggung |awab pemusnahan arsip
| 7 [opesaian Arsp Berdasarken JRA T Amip ekl Smenil | 1. Araipyang akan ditiap OFD
__ | 2 ATK 3, dimusnahkan.
[ omputer
hetum DeRar Brsip wsul musnah 1. Al s 1 hari Dafar Araip usul Arsip yang larcipla mallpuli ; 1.
_ . 3 minah M ﬂ”mn;ﬂ___u musnah keputuzan pimpinan perangkat
vreul musnah dagrah lentang panltia penlial arsip
7 perangkal dascah 2. sural menural
| - 1 palakaanaan pemisnehan 3 notwlen
_ T s, Menal | Memeriksa Dafiar Arsip Deftar Aralp usu! 1 hari E.,..Hcsu_“n ﬂ usul rapat hasll paniiaian parstis penilal
. poan dimasnahken musnah arsip 4. surat partimbangan
pemusnanan araip surat usul
. — “Defter Arslp usyl | Musnah kepaca lambaga kearsipan
_ & Maredken Pertmbangan Terukis nma”“.”“”:ue_ 60 menit .mam”:m“_ 5 ME:“F 5, suratusul musngh kepada
perimbangan Tariuis Lembaga Kearsipan 5. !.__._.ﬂ
dari Panitia Penpiel | PErselijuen pemusnahan areip den
lembaga keassican,
e 1. Daftar Arslg usul 30 menit 1 Dafer Arsipusul | 7- kaputusan pimpinan perangkal
! _.._EH..FE_,._S Fermohonen Persetujuan ke _H_A! musnah 2. Sural musnah 2, m_.,..m“__.__._.m__ dagrah lentang pemusnahan arsip;
partimbangan Terulia pertimbangan Tertulis |8 paranien pemusnahan arsip jika
dan Panitia Panflai 3. dari Panitia Penliai 3, | dilaksanakan prihak ponyadia jass;
Surat permohanan Surat permohensn 8. berila pcara permusnahan;
Pamusnahan pamusnahan 10. daftar arsip yang dimwsnahkan;
11. folo dan leporan kegialan
pamuanahan.
1. Dohar Arsip usul 80 menit 1. Daftar Arsip sl

"% 1 Mengaicen pemahonan dan

#25e hepes Pumpinen Peranghet Deersh

musnah 2. Surat
Permahonan
Parsalujuan 3. Surat
pentimbangan
Pamusnahan dan
Panitia penilel arslp

musnah, 2. Sural
FParmohonan
Persetujuan 3. Draft SK
Penatapan
Pamusnahan




_.I_l.m..nmmwﬂn kepuiusan pemuznahan Arsip
1. Daftar Arslp uaul 30 manit 1. SK Panelapan =
musnah, 2. Surat Pemuanahan, 2. Daftar
padimbangan arsip wsul musnah
pamusnahan dar menjadi arsip vital
panilia penilai arsip 3,
i e T G a Draft 5K %_.”ﬁunms:
1. Araip yang akan 120 menlt | 1. Arsip yang musnah |Setiap Penilaian dan Pemusnahan
2 Berita Acara. 3. |arslp disakslkan oleh Baglan

R0

dimusnahkan 2. Daftar
Arsip usul Musnah 2,
Berila Acara
Pamusnahan 3.
Dokumentssi

Daftar Arsip Musnah
menjadi arsip vital. 4.
Fuota 5 Lapotran
Kepialan

Hukum dan Inspektorat

_aﬂ_.:m._ Wekne

Kepala Dinas .....ﬂuEE.w! dan Kearalpan Kota Bandar Lampung
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUSNAHAN ARSIP 5-10 tahun



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMP Nomor SOP
. UNG -
DA PERPUSTANAN DA KEARap A T el
STANDAR Oumw”wr_wﬂmwﬂwﬁmucm Tangoal Efekts ——
PEMUSNAHAN ARSIP Disahkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pung
DI LINGKUNGAN ?M:MEZ-H’I KOTA EE gfﬁ:ﬂ Judud SOP Pemusnahan banﬂ 5.10Ta

[Dwsr Husosr - .
o = ualfikasi pelaksana
g e e e ey tantang Kearsican (Lembaran Nagara par : dan administrasi
Teotis Maoness Tatwn 2008 Nomar 152, Tambahan Lembaran N v mum/Arsipans, memiiki pengetahuan tentang kearsipan

raoresa Nomor 50T1)
2 ggzﬂaﬂ”q?ﬂﬂgmnﬂfﬂgcg-ﬁnﬂﬁ

2012 Nomor 53, Tembatan Lembaran Negara Republik indonesa Nomor 5285),

Frosecs ¢ Lingamgsn Pemenntah Provinss can Kabupaten [ Kaota,

Tevwr 2017 etang Fecomsn Tata Nashah Dnas Instans: Pemenntah (Berita Negara
Tetwn 207 3 Nomer 62,

Y Eeegturan Fapaa ANAI NG 25 Tatwn 2012 tertang Pedoman Pemusnahan Arsip

Suren Perangea Daerah Kola Banda Lampung

Pepataasn Gan rasagan hots Bsnosr Lampung
[t Persiran Walsota Nomo 16 Tahur 2018 lentang Jadwa! Retens: Arsip Fasdtatd
[Manper. repegamaan dsn Subslair 0 Lingaungan Pemenniah hots Bandar Lampang

J
N 43 T 2008 tertang Kearspan (Lembaran Negara Republi ind ia Tabum

3 Peruran Menten Daiam hegen Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 2

W Fergtursn Menten Pendayapunasn Aparatur Negara dan Reformaw Brokrasi Nomor B0 |3

1§EEE§§ 7 Tahun 2016 lentang Pembentukan |4

7 Bergran Walkots Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kena Dinss |5

5 Peaaan Welnos Nomo 20 Tenun 2019 tentang Tata Caia Penyelenggaiain
hearspa, & Lingeungsn Femenntah hota Banaar Lampung
- Fesadiar el mipaidan
Momphed
SOF Pergmoosn Areg Aalr Prrier
SOF Fergeiciaan Arsg inasat AR
SOF hag vau
ﬂ e ——— TPencaaisn S0 peniataan
i 4__ Daope & Wrg sabwet dalam map ganiurg
1|.||||IF erad aseat Sl sural] CEk G Mdnual
fl’l _—— M—




FLOWCHART SOP
—
| Uralan Prosedur Pelaksana Muty Baky Ket
P ] Walikota Hepala LKD Kepala OPD Kepala Unit Panitla Penilal Arslparis { Kelengkapan Waktu Output
- Iola Atsi
\% Parenahan ATep Kearsipan ©PD Arslp Pangelola Arsip TR T 120 menit SK Wallkola
! ki Kepuusan Walkot2 _ mulal
L roisarian JRA - 7 harl 1. Arsip yang akan
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUSNAHAN ARSIP SEKURANGNYA 10 TAHUN
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DINAS vmmmﬁq}gz DAN KEARSIPAN qM”““““ mmm.”_cm_m_._ ===l
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Tanggal Efektif

STANDAR OPERASIONAL P Al
el rmmﬂwommncm Disahkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
DILING
NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAN DAR LAMPUNG Judul SOP Pemusnahan Arsip sekurang-kurangnya 10 tahun
Dasar Hukum

Kualllikasi Uuumru.m:m
1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 _—ﬂ_._—.ﬂ:.u Xﬂm.ﬁiﬂ... :;m_jd_n_.u: Znu ara Republik | i
3 £ 152, 2 _ . _“_... ndonesia mum/Arsiparis, memilikl pengelahuan tentang kearsipan dan administrasi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 43

1 Berpendidikan Minimal SLTA;
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, RRESY
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di |2
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Mampu Mengoperasikan Kompuler,

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tabun 3 Mengetahui Tugas dan Fungsi OPD,;
2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomoar
£2);

3. Peraturan Kepala ANRI No 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip
8.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

4 Mengetahui Peraturan Tata Maskah Dinas;
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
7. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 5 Mengetahui Peraturan Tala Kearsipan.
Perpustalaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

8. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tertang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan,
Kepegawaian dan Substantif di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

9. Peraturan Waliketa Momor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
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Arsip Vital
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2. Tercatat dalam data elekironik dan manual
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